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Wahana Impian Malaka 69 adalah tempat wisata air dan outbond yang terletak di 
kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Kuta Malaka. tempat wisata yang 
telah aktif hampir  empat tahun ini, memiliki banyak karyawan baik itu karyawan 
tetap maupun karyawan tidak tetap, serta mempunyai manajemen untuk mengatur 
jalannya aktivitas dan mengatur sistem upah karyawan Wahana Impian Malaka69. 
Pihak Wahana Impian Malaka69 dalam mempekerjakan para karyawan harus 
memperhatikan hak-hak karyawannya karena bekerja merupakan usaha yang 
dilakukan setiap orang untuk memperoleh imbalan. Upah dalam hukum Islam 
disebut ijārah yang harus dilakukan dengan jelas baik dari segi pekerjaan, waktu 
kerja, maupun upahnya.Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah, yaitu 
(1) Bagaimana manajemen Wahana Impian Malaka 69 melihat komitmen, 
loyalitas, dan dedikasi antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap? (2) 
Bagaimana sistem pengupahan karyawan Wahana Impian Malaka 69? (3) 
Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran upah 
karyawan pada Wahana Impan Malaka 69? Jenis penelitian  yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif dan data dianalisis dengan analisis kualitatif. 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan pengupahan yang 
dijalankan oleh pihak Wahana Impian Malaka69 sebagian besar telah sesuai 
dengan prinsip dan syarat-syarat akad ijārah. Ditinjau dari segi hukum positif 
jumlah upah yang dibayarkan belum sesuai dengan UMPyang ditetapkan oleh 
pemerintah Aceh khusunya. 
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TRANSLITERASI 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan   
No  Arab  Latin  Ket  No  Arab  Latin  Ket  
1   ا 
Tidak 
dilambang 
kan   
16   ط ṭ  
t dengan 
titik di  
bawanya  
2   ب B  
 
17   ظ ẓ  
z dengan 
titik di  
bawahnya  
3   ت T   18   ع ̨  
4   ث ṡ  
s dengan titik di 
atasnya  
19   غ G   
5   ج J   20   ف F   
6   ح ḣ  h dengan titik  di bawahnya  21   ق Q   
7   خ kh   22   ك K   
8   د D   23   ل L   
9   ذ ˙z  z dengan titik di atasnya  24   م M   
10   ر R   25   ن N   
11   ز Z   26   و W   
12   س S   27   ه H   
13   ش sy   28   ء ᾿   
14   ص ṣ  s dengan titik  di bawahnya  29   ي Y   
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15   ض ḍ  d dengan titik  di bawahnya      
 
2. Vokal    
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan 
vokal rangkap.  
a. Vokal Tunggal  
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut:  
 
Tanda  Nama  Huruf Latin  
 ◌ َ◌ Fathah  A  
 ◌ ِ◌ Kasrah  I  
 ◌ ُ◌ Dammah  U  
 
b. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan 
huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:  
Tanda dan Huruf  Nama  Gabungan Huruf  
  ي◌ َ◌ Fathah dan ya  Ai  
  و◌ ُ◌ Fathah dan wau  Au  
 
Contoh:  
فیك: kaifa                                           لوھ   : haula  
3. Maddah   
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  
Harkat dan Huruf  Nama  Huruf dan Tanda  
ي/  ا◌ َ◌ 
Fatahah dan alif 
atau ya  Ā  
 ◌ ِ◌ Kasrah  Ī  
 ، و ◌ ُ◌ Dammah dan waw  Ū   
 
Contoh: 
 لق: qāla 
ىم ر : ramā 
 لیق  : qīla 
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لوقی: yaqūlu  
4. Ta Marbutah (ة)  
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:  
a. Ta marbutah (ة) hidup  
Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 
transliterasinya adalah t.  
b. Ta marbutah (ة) mati  
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.  
c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata 
yang mengunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.  
Contoh:  
لفطالاا ةضور  : raudah al-atfāl/ raudatul atfāl 
ةرّونملا ةنیدملا  : al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul 
  Munawwarah    
ةحلط  : talhah 
Catatan:  
Modifikasi  
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, 
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah 
penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.  
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.  
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak 
ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Islam telah mengatur berbagai aspek dalam kehidupan termasuk dalam hal 
bermuamalah. Dalam ilmu Fiqih telah membahas masalah sewa-menyewa serta 
tentang ketenagakerjaan yang sering kita kenal dengan istilah ijārah. Ijārah secara 
bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan. Ia sesungguhnya merupakan 
transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Ijārahmerupakan 
kegiatan muamalah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.1 
Menurut sayyid sabiq, sewa-menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad 
untuk diambil manfaat dengan jalan penggantian dari pengertian tersebut, terlihat 
bahwa yang dimaksud dengan ijārah adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. 
Dalam kata lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari 
benda yang disewakan tersebut.2 
Dari segi objeknya, akadijārah dibagi menjadi dua macam yaitu ijārah 
dengan objek barang disebut dengan ijārah ‘ain dan ijārah dengan objek jasa 
yang disebut dengan ijārah bi al ‘amal. Penulis mengambil ijārah bi al ‘amal 
sebagai konsep dalam penulisan skripsi ini. Ijārahbi al ’amal adalah ijārah yang 
bersifat perkerjaan (jasa). Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan 
seseorang
1Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 
2002), hlm. 1 
2Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika), 2012, hlm156 
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untuk melakukan suatu pekerjaan.3 Dalam ijārah ini setiap orang yang menjual 
jasanya harus menerima upah sebagai imbalan dari apa yang telah ia lakukan. 
Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau 
buruh  yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, 
atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasayang telah atau akan dilakukan.Upah 
menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam 
bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di 
akhirat (imbalan yang lebih baik).4 Islam memandang upah sangat besar kaitannya 
dengan konsep moral serta tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas 
kehidupan, yakni pada dimensi akhirat yang disebut pahala, serta tidak lepas dari 
prinsip keadilan dan kelayakan.  
Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional: Upah adalah suatu 
penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu 
pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan 
kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau 
dinilai dalam bentuk uang yangditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang 
3Wahbah al-Zuhailiy, Al-fiqih al- Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid IV, 
hlm 766 
4Afifah Nurul Jannah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di 
Masjid Agung Jawa Tengah, (Semarang, Institut Agama Islam Walisongo, 2009) hlm. 2 
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dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan 
penerima kerja.5 
Memberi upah yang layak dan setimpal dengan pekerjaan yang telah 
dilakukan dengan tidak mengurangi jumlah yang telah disepakati, adalah kewajiban 
yang tidak bisa ditunda. Karena jika memberi upah di bawah atau kurang dari apa 
yang disepakati sebelumnya, maka dari itu telah melakukan sebuah bentuk kezaliman  
yang mana kezaliman suatu bentuk perbuatan yang mendapatkan kecaman keras dari 
Allah SWT. 
Dalam pasal 1 ayat 2 UU ketenagakerjaan No.13/ 2003 ditegaskan bahwa: 
tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna 
menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 
Sementara ayat 3 menegaskan: pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja 
dengan menerima upah dalan bentuk lain.6 
Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan 
yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan Alquran maupun Sunnah Rasul. 
Secara umum, ketentuan Alquran yang ada kaitan dengan penentuan upah kerja 
adalah,“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan 
5Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan. (Jakarta 
:Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 7 
 
6Lebaran Negara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan. 
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terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia 
mmengingatkanmu supaya mengambil pelajaran.” (QS. An-nahl (16):90)7 
Apabila ayat itu dikaitkan dengan perjanjian kerja maka dapat dikatakan 
bahwa Allah SWT memerintahkan kepada pemberi pekerjaan agar berlaku adil, baik, 
serta dermawan kepada pekerjanya. Disebabkan pekerja mempunyai andil yang besar 
terhadap kesuksesan usaha, maka majikan berkewajiban untuk mensejahterakan para 
pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberikan upah yang layak. 
Disamping itu, Rasulullah juga memberikan ancaman. Beliau mengemukakan 
bahwa ada tiga orang yang akan digugat pada hari akhirat, salah saatu diantaranya 
adalah majikan yang tidak memberikan hak pekerja sebagaimana layaknya, padahal 
pekerja telah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.8 
Upah tidak hanya dilihat sebagai hak bagi karyawan sebagai imbalan atas 
kerjanya, namun juga sebagai bentuk apresiasi karyawan terhadap komitmen, 
loyalitas, dan dedikasi karyawan terhadap tempat kerjanya. Berbicara mengenai 
persoalan karyawan dan atasan terutama pada persoalan upah contohnya pada sebuah 
tempat wisata yang ramai dikunjungi  tentu sangat membutuhkan pengelolaan yang 
baik dan membutuhkan dedikasi, komitmen dan loyalitas dari para karyawan tetap 
serta membutuhkan tambahan karyawan pada waktu yang paling ramai dikunjungi 
seperti saat hari libur. 
7Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 167 
8 Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Pres, 1993), hlm 194. 
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Wahana Impian Malaka 69 adalah salah satu tempat wisata air dan outbond 
yang terletak di kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan kuta malaka. Tempat 
wisata yang telah aktif selama tiga tahun terakhir ini, diresmikan oleh Bupati Aceh 
Besar Mukhlis Bashah S.Sos pada Agustus 2014 bertepatan dengan bulan Ramadhan. 
Wahana Impian Malaka 69 tidak hanya dijadikan sebagai tempat wisata saja di 
samping itu Wahana Impian Malaka juga sering dijadikan tempat untuk mengadakan 
even-even tertentu.Dengan adanya Wahana Impian  Malaka 69 ini sangat membantu 
perekonomian masyarakat sekitar, karena seluruh karyawan yang dipekerjakan 
merupakan masyarakat di Kecamatan Kuta Malaka sendiri, beberapa orang turut 
dipekerjakan sebagai karyawan tetap. 
Wahana Impian Malaka dibuka setiap hari dan sangat ramai diunjungi oleh 
para pengunjung terutama pada hari libur. Dengan  ramainya pengunjung maka 
Manajemen Wahana Impian  Malaka 69memperkerjakan karyawan tambahan pada 
saat peak time. Oleh karena itu dengan bertambahnya para pengunjung pada hari libur 
maka pihak manajemen Wahan Impian Malaka harus memperkerjakan beberapa 
karyawan tambahan/temporer untuk membantu melayani para pengunjung yang 
membludak. Dan oleh karenanya pihak manajemen Wahana Impian Malaka 
berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada para 
karyawanya, baik kewajiban dalam memeberi upah maupun kewajiban memberikan 
hak lainya, kewajiban tersebut diberikan bagi seluruh karyawan yang 
dipekerjakannya, termasuk para karyawan temporer atas jasa yang dijualnya. 
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Adapun sistem upah yang diberikan oleh pihak Wahana Impian Malaka 
kepada seluruh karyawannya berdasarkan pada peraturan yang diatur oleh pihak 
manajemen Wahana Impian Malaka. Seperti yang telah dijelaskan di awal pihak 
Wahana Impian Malaka tidak hanya memperkerjakan karyawan tetap yang digaji 
setiap bulannya, namun juga memeperkerjakan karyawan temporer yang digaji 
perhari sesuai degan kapan dia hendak berkerja.  
Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan 
upah karyawan di Wahana Impian Malaka 69, yang ditetapkan oleh pihak 
Manajemen Wahana Impian Malaka 69 Apakah telah sesuai dengan prnsip Syariah? 
Dengan dasar tersebut penelitian ini dikemas dengan judul“Tinjauan Hukum Islam 
Terhadap Sitem Pengupahan Wahana Impian Malaka69” 
1.2 Rumusan Masalah  
Dari latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas maka pokok 
permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana manajemen Wahana Impian  Malaka 69melihat komitmen, 
loyalitas, dan dedikasi antara karyawan tetap dengan karyawan tidak tetap 
dalam penetapan upah? 
2. Bagaimana sistem pengupahan karyawan Wahana Impian Malaka 69? 
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembayaran 
upah karyawan pada Wahana Impan Malaka 69? 
1.3 Tujuan Penelitian 
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Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka 
tujuan dari pembahasan karya tulis ilmiah ini sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen Wahana Impian Malaka 69 
melihat Komitmen, Loyalitas, dan Dedikasi antara karyawan tetap dan 
karyawan tidak tetap dalam penetapan upah. 
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengupahan karyawan Wahana 
Impian Malaka 69. 
3. Untuk memahami bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 
terhadap pembayaran upah pada Wahana Impan Malaka 69. 
 
1.4 Penjelasan Istilah 
Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah- istilah yang 
terdapat dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah 
tersebut pada bagian ini adapun istilah tersebut adalah  
1. Sistem Pengupahan 
Menurut kamus besar bahasa indonesia sistem merupakan “metode”. 
Sedangkan Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi 
kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan 
dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi 
kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang 
ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan 
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dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima 
kerja.9 
2. Wahana Impian Malaka 69 
Wahana Impian  Malaka 69 adalah tempat wisata air, dan Outbond yang 
terletak di Kabupaten Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Kuta Malaka, yang 
telah beroperasi kurang lebih selama tiga tahun terakhir.  
3. Konsep Ijārah bil Al ‘Amal   
Ijārah dalam arti bahasa adalah nama upah. Ijārah bil ’amal adalah ijārah 
yang bersifat pekerjaan (jasa).Ijārah yang bersifat pekerjaan ialah 
memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.10. 
1.5 Kajian Pustaka 
Dalam mengkaji permasalahan dalam kajian ilmiah ini, maka perlu adanya 
beberapa referensi yang dianggap layak untuk mengidentifikasi masalah yang sedang 
dikaji. Dari beberapa penelitian dan pembahasan terdahulu yang telah ditelusuri oleh 
penulis, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang kongkrit membahas atau meneliti 
tentang judul yang sedang dikaji, namun ada penelitian serupa yang berkaitan dengan 
persoalan-persoalan dalam kajian ini. Maka penulis merujuk kepada skripsi skripsi 
yang sedikit berhubungan dengan judul kajian ini.  
9 Ahmad S. Ruky, Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan. (Jakarta 
: Gramedia Pustaka Utama, 2001) hal. 7 
10Wahbah al-Zuhailiy, Al-fiqih al- Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar ar Fikr, 1989) jilid IV, 
hlm 766 
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Sepanjang penulisan skripsi ini penulis merujuk pada beberapa tulisan 
diantarana yang ditulis oleh Afifah Nurul Jannah dalam skripsinya Fakultas Syari’ah 
Institut Agama Islam Walisongo Semarang pada tahun 2009 dengan judul “Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan Di Masjid Agung Jawa 
Tengah”. Skripsinya mengkaji tentang sistem pengupahan karyawan mesjid yang 
ditinjau menurut konsep Fiqh Muamalah (ijārah), menurut penulis saudara Afifah 
Nurul Jannah lebih memfokuskan masalahnya mengenai upah untuk praktik ibadah. 
Meskipun penulisan tersebut tidak membaas secara konkrit mengenai tulisan ini 
namun penulis menjadikan rujukan untuk mengetahui konsep konsep pengupahan 
dalam Islam. 
Tulisan yang ditulis oleh saudara Arroyan Rambly Mahasiswa Fakultas 
Syari’ah Jurusan Syariah Muamalah Wa Iqtishad tahun 2013 juga menjadi rujukan 
penulis dalam Skripsinya yang berjudul “Efektifitas Intervensi Pemerintah Dalam 
Penetapan Upah Minimum Dan Kaitannya Dengan Al-Ta’ir Al-Jabari (studi kasus di 
kota Banda Aceh).Dalam tulisannya saudara Arroyan Rambly membahas mengenai 
keeftifitasan intervensi pemerintah dalam penetapan upah minimum terhadap para 
pekerja dan mengaitkan dengan konsep Al-Tas’ir Al-Jabari. Beliaumenyimpulkan 
bahwa efektifitas sosialisasi dan pengawasan penetapan upah minimum di kota Banda 
Aceh berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pergub Nomor 76 
Tahun 2011, namun dalam pelaksanaan lapangan masih terdapat kedala dibidang 
pengawasan dan perlindungan tenaga kerja. Meski tidak membahas secara konkrit 
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mengenai skripsi ini namun penulis menjadikan rujukan terhadap konsep pengupahan 
dalam hukum positif. 
Skripsi yang ditulis oleh T.M Syauqi, “Analisis Peraturan Gubernur Aceh 
Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut 
Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah” Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan 
Muamalah wal Iqtishad. Dalam tulisannya T.M Syauki menganalisis peraturaturan 
Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 dan dintinjau menurut konsep ujrah dalam 
tulisannya beliau menyimpulkan bahwa Pergub Nomor 56 Tahun 2010 telah sesuai 
dengan konsep ujrah, dan sebagian besar dari tulisan T.M Syauki penulis jadikan 
sebagai konsep dan rujukan dalam menganalisis tulisan ini 
Budioyono dalam tesisnya Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponogooro 
Semarang pada tahun 2007 yang berjudul  “Penetapan Upah Minimum dalam 
Kaitannya dengan Perlindungan Pekerja/Buruh dan perkembangan 
perusahaan”dalam tesisnya beliau mengkaji tentang perlindungan upah bagi pekerja 
dan perkembangan perusahaan dan lebih membahas UU Nomor 13 Tahun 2003 
mengenai pokok berlakunya regulasi tersebut dalam kesejahteraan pekerja/buruh dan 
perkembangan produktivitas ekonomi. Namun dalam tulisannya Budioyono tidak 
membahas secara konkrit mengenai penetapan upah antara buruh tetap dan tidak tetap 
seperti yang akan penulis bahas dalan tulisan ini. 
1.6 Metode Penelitian. 
Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif 
terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah, metode penelitian 
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mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai 
yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif. Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah untuk 
menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar kehidupan,  salah satu 
contohnya seperti dalam penelitian penulisan ini, mengenai Metodologi pembahasan 
yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap 
sudut pandang mempunyai metodologi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut:  
1.6.1 Jenis Penelitian. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif 
yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian 
terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara 
mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-
undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dalam penelitian ini penulis 
akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang Sistem Pengupahan 
Karyawan Tetap dan Lepas Paada Pengelolaan Wahana Impian Malaka 69, Kuta 
Malaka Aceh Besar ditinjau Menurut Konsep Ijārah Bil Amal 
1.6.2 Metode Pengumpulan Data 
Dalam sebuah penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang 
dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut, dianalisis 
dan disajikan secara lengkap. Data yang dihasilkan peneliti dalam menghasilkan 
sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga hasil penelitian 
tersebut benar-benar berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data 
sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 
melalui wawancara dengan responden yang bersangkutan yang dianggap representatif 
atau yang berkompeten dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan 
permasalahan penelitian. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang 
diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu: literatur, koran, internet, dan studi 
dokumentasi berkas-berkas yang berkaitan. 
Dalam mengumpulkan data yang terkait dengan objek penelitian baik itu data 
primer maupun data sekunder, penulis mengambil dari dua sumber yaitu data yang 
diperoleh dari pustaka dan data yang diperoleh dari lapangan. 
a. Metode penelitian lapangan (field research), yaitu mengumpulkan data 
dengan mengadakan penelitian secara langsung atau tidak langsung.  
b. Metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan 
membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-
artikel, media massa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan 
objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang 
terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil 
yang valid. 
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam suatu penelitian, data adalah bahan keterangan suatu objek penelitian 
yang diperoleh  dari lokasi penelitian.11Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan 
penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa interview 
(wawancara) dan dokumentasi. 
a. Interview (wawancara) 
Metode wawancara merupakan pengumpulan data melalui interaksi 
verbal secara langsung antara peneliti dengan responden.12Teknik 
wawancara yang dimaksud adalah teknik yang mengumpulkan data yang 
akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu sesuai data 
yang didapat.  Pengumpulan data dalam  teknik ini dilakukan dengan cara 
mengajukan pertanyaan langsung secara lisan dan tatap muka kepada 
responden yang dapat memberi informasi kepada penulis. Dalam 
penelitian ini yang akan diwawancarai adalah pengelola manajer dan 
karyawan Wahana Impian Malaka. 
b. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung 
dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, 
undang-undang serta peraturan-peraturan, karya-karya tulis dan bahan-
bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti. 
11 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan 
Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 119. 
12 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.  
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1.6.4 Instrumen Pengumpulan Data 
Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan 
oleh peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 
menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.13 Adapun yang menjadi 
instrumen data adalah wawancara yang berisikan daftar pertanyaan yang akan 
diajukan terhadap objek penelitian, di antaranya direktur, manajer, dan karyawan 
Wahana Impian Malaka. 
Dari teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, maka masing-masing 
penelitian menggunakan instrumen yang berbeda-beda. Instrumen pengumpulan data 
adalah instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan 
data agar penelitian itu sistematis. Adapun instrumen penelitian yang digunakan 
dalam mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan 
permasalahan yaitu dengan buku-buku daftar bacaan, koran, sedangkan untuk teknik 
wawancara penulis menggunakan alat tulis, kertas untuk memuat pertanyaan-
pertanyan. 
1.6.5. Langkah-Langkah Analisis Data 
Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi 
suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data 
lapangan dan teori. Sementara pedoman dalam teknik penulisan ilmiah ini, penulis 
merujuk kepada buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh 
Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Melalui panduan 
13 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 149. 
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penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, 
ilmiah dan mudah dipahami oleh para pembaca. 
Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dikutip dari Al-Quran dan 
terjemahannya yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan Al-
Quran Departemen Agama RI. 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kandungan karya ilmiah 
agar mudah dipahami secara utuh, maka penulis menuangkan pokok-pokok pikiran 
dari karya ilmiah ini dalam sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, 
yang tersusun sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi tentang beberapa hal 
yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, 
kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis 
penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen 
pengumpulan data, langkah-langkah analisis dan sistematika pembahasan. 
Bab dua berisi tentang studi kepustakaan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan pembahasan penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.  
Bab tiga adalah analisis dan pembahasan yang merupakan inti pembahasan 
dalam karya ilmiah ini, yaitu menganalisa dalam hukum islam terhadap sistem 
pengupahan pegawai tetap dan lepas pada Wahana Impian Malaka. 
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Bab empat merupakan perumusan terakhir dari keseluruhan isi karya ilmiah 
ini yang diwujudkan dalam bentuk kesimpulan dari pembahasan penelitian 
dilanjutkan berupa saran-saran serta harapan penulis atas terselesaikannya karya 
ilmiah ini. 
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BAB DUA 
KONSEP IJĀRAH 
2.1 Pengertian Ijārahdan Dasar Hukumnya  
Istilah “upah” dapat digunakan dalam arti sempit maupun luas. Dalam arti 
luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalanuntuk jasa tenaga 
kerja.14 Dalam arti sempit, upah dapat didefenisikan sebagai sejumlah uang yang 
dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya untuk jasa yang diberikan. Pada 
umumnya dalam ilmu ekonomi, istilah ‘upah’ digunakan dalam arti luas dan berarti 
bagian dari deviden nasional yang diterima oleh orang yang berkerja dengan tangan 
atau otaknya, baik secara independen maupun untuk seorang majikan.15 
DalamIslam persoalan upah mengupah telah sejak lama diatur dan diterapkan 
bahkan Rasulullah SAW sendiri sangat menekankan persoalan tentang pembayaran 
gaji. Seperti didalam hadisnya yang berbunyi“Berikan kepada seorang pekerja 
upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). Maksud dari hadis ini 
adalah bersegeralah menunaikan hak sipekerja setelah selesai pekerjaannya, begitu 
juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakantan pembayaran gaji setiap 
bulannya.Persoalan mengenai upah dan perburuhan telah dibahas dalam kitab-kitab 
14 Mencakup segala bentuk imbalan untuk faktor produksi tenaga kerja. Yakni upah, gaji 
(tetap maupun variable), uang lembur, honorarium dan sebagainya (penerjemah).  
15 Muhammad sharif chaudhry, Sistim Ekonommi Islam Prinsip dasar (fundamental of islamic 
economic system),( jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 197  
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Fiqhpadabab ijrah, atau yang biasa disebut juga dengan sewa-menyewa. Secara 
etimologis, kata  ijārah berasal dari kata ajru yang bararti ‘iwādhu ‘pengganti’.16 
 Dalam istilah Fiqh, al-ijārah(rent, rental) berarti transaksi 
kepemilikan manfaat barang/harta dengan imbalam tertentu, ada juga istilah al 
ijārah fi alzdimmah(reward, fair wage), upah dalam tanggungan, maksudnya 
upah yang diberikan sebagai imbalan jasa perkerjaan tertentu, upah menjahit, 
menampal ban, dan lain lain.17 Menurut istilah Fiqh ijārahitu akad atas 
manfaat yang jelas, menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan 
kepada orang lain dengan ongkos yang jelas.18 
Adapun definsi ijārah yang yang disampaikan oleh para fuqaha antara lain 
sebagai berikut: 
1. Ijārah menurut ulama Hanafiah: 
                                                                ٍضوَعِبعِفاَنَملا ىَلَعٌدْقَع 
“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti” 
Menurut redaksi lain transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.19 
2. Ijārah menurut ulama Asy-Syafi’iah:  
 ٍمُْولْعَم ٍضوَعِب ِةََحابِءلاْاو ِلْذَبِْلل ٍةَلِباَق ٍةَحاَبُم ٍةَمُْولْعَم ٍةَدْوُصْقَم ٍةَعَفْنَم ىَلَعٌدْقَع 
16Sayid sabiq,  Fiqh Sunnah Jilid 4, Terjemah, (Jakarta : Pena Puni Aksara, cet 2, 2007), hlm. 
193 
17Ibnu Rusyid, Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid,jlid 3, (Jakarta : Pustaka 
Amani,2007), hlm. 61  
18Mustofa Dieb Albigha, Fiqih Islam Lengkap dan Praktis , (Surabaya : Insan Amanah,1424 
H), hlm.268 
19 Imbalan adalah Upah sebagai pembalas jasa (honorarium). (lihat W.J.S poerwadarmita, 
Kamus Umum Bhasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1967), hlm 23  
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“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan 
mubah,20menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”.  
3. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah:  
 ٍضْوَعِب ًةَمُولْعَم ًة َّدُم ٍةَحاَبُم ٍءْيَش ِعِفاَنَم ُكِْیلْمَت 
“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu 
dengan pnegganti”21 
Dari ketiga definisi diatas, akad Ijārah tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad 
Ijārahhanya ditujukan kepada adanya manfaat pada barang maupun manfaat bersifat 
jasa.22 
4. Menurut Idris Ahmad bahwa menyewa artinya mengambil manfaat 
sesuatu yang yang diterima dari orang lain dengan jalan memberi ganti 
dengan syarat tertentu.23 
5. Menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya Pengantar 
Fih Muamalah,  bahwa ijārah adalah: 
 يھف ,ضوعب اھكیلمت يا ةدودحم ة دمب يشلا ةعفنم ىلع ةلدابملا ةع وض وم دقع 
        عف انملا عیب 
20 Mubah (lit. “dibolehkan”) katagori perbuatan yang diperbolehkan dan bersifat netral. (baca 
Cyril Glasse. Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, cet 2, 1999), hlm. 276. 
21Prof. DR. H. Rachmat Syafe’I, MA¸Fiqh Muamalah, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2001) 
hlm 121-122 
22 Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta : 2005), hlm. 115  
23 Idris Ahmad, Fiqh Syafi’ I, Terjemah, (Jakarta : Widjaya, 1969), hlm. 82  
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“Akad yang objeknya ialah pertukaran manfaat untuk masa tertentu, 
artinya: memilihkan manfaat dengan iwadh, sama dengan menjual 
manfaat”24 
6. Menurut Sayyid Sabiq menerangkan bahwa: 
ضوعب عفانملا ىلع دقع 
Sewa Menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 
jalan pegantian.25 
7. Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi yang dimaksud dengan 
sewa menyewa (ijārah) adalah mengambil manfaat suatu benda. Dengan 
perkataan lain, terjadinya sewa menyewa, yang berpindah hanyalah 
manfaat dari benda yang disewakan tersebut. dalam hal ini, dapat berupa 
manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti 
pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.26 
8. Menurut Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri dalam bukunya Minhajul 
Muslim, ijārahadalah akad terhadap suatu manfaat untuk jangka waktu 
tertentu dan dengan harga bayaran yang tertentu.27 
24 Muhammad Hashbi Ash Shidieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang : Pustaka Rizki 
Putra, 1999), hlm. 94  
25 Sayyid sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 4 Terjemah, (Jakarta: Pena Setia, 2001), hlm. 15 
26 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika, 
2012), hlm. 156 
27 Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, (Surakarta : Penerbit Insan Kamil, 
cet-1, 2009), hlm. 653 
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Meskipun istilah yang dikemukaan oleh para ulama mengenai ijārah berbeda 
beda, pada dasarnya mereka memiliki maksud yang sama yaitu ijārahmerupakan 
akad yang menitik beratkan pada manfaat suatu benda dan jasa.  
9. Menurut Profesor Benham seperti yang ditulis Afzalur Rahman dalam 
Doktrin Ekonomi Islam menyatakan bahwa “upah dapat didefinisikan 
dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan 
kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian28 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijārahadalah perjanjian atau 
perikatan antara dua belah pihak, atas manfaat suatu barang atau jasa dengan adanya 
‘iwādh atau ibalan atas barang dan jasa tersebut serta tanpa adanya pemindahan hak 
kepemilikan atas objek yang ditransaksikan.  Dengan disertai dengan upah, yaitu 
harga yang dibayarkan oleh seorang majikan atau atasan, atas jasa keahlian seseorang 
yang telah digunakan untuk sebuah produksi. Upah merupakan bentuk apresiasi 
terhadap apa yang telah dilakukan seseorang.  Tenaga kerja atau buruh diberikan 
imbalan atas jasanya disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga 
yang yang dibayar atas jasa dalam produksi.  
Dalam bab ijārah, dibahas segala sesuatu yang berhubungan dengan segala 
macam sewa-menyewa, yang meliputi: sewa-menyewa barag bergerak, sewa 
menyewa barang yang tidak bergerak pada sewa menyewa tenanga (perburuan). 
Adapun dasar hukum tentang ijārahadalah sebagai berikut: 
28 Afzur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, jilid ke-2, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 
1995), hlm. 361 
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a. Al-Quran 
Ijārahhukumnya dibolehkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah  
1.     ﴿ اًرَْجا ِھْیَلَع َتْذَخ َّتل َتْئِشْوَل...:فھكلا۷۷﴾  
“...Jika kamu mau, niscaya kamu mengambil Upah untuk itu.” (Al-Kahfi [18]: 
77)29 
 
 
2.     ﴿ َّنُھَرْوُُجا َّنُھ ْوُت اَئف ْمُكَل َنْعَضَْرا ْنِاَف: ق لاطلا٦ ﴾  
“Jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka 
Upahnya” (QS. Thalaq : 6)30 
3.  ْنَا ُدْیُِرا ْيِنِا َلاَق . ُنْیِمَْلأا ُّيِوَقَلْا َتْرَْجأَتْسا ِنَمَرْیَخ َّنِا ُهْرِْجأَتْسا ِتََبااَی اَمُھاَدْحِا ْتَل اَق
 ْنِمَفاًرْشَع َتْمَمَْتا ْنِاَف ٍجَجِح َيِن اَمَث ْيِنَرُجأَت ْنَا ىَلَع ِنْیَتاَھ َّيَتَنْبا ىَدْحِا َكَحِكُْنا
..كِدْنِع .﴿:صصقلا۲٦-۲۷.﴾  
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia 
sebagai oarang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat 
lagi dapt dipercaya”. Berkata dia (syu’aib), “Sesungguhnya anakku ini, atas 
dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan 
sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.” (QS. Al-
Qashash : 26-27)31 
29 Syeikh Abu Bakar Jabur Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim (Surakarta: Insan Kamil, 2009), hlm. 
653 
30Ibid. 
31 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Cv.Pustaka Setia, 2001), hlm. 124 
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4.  ِفُرْعَمْلاِب ْمُتْیَتآَءاَم ْمُتْمَّلَس َذِا ْمُكْیَلَع َحاَنُج َلاَف ْمُكَدَلاَْواْاوُعِضْرَتْسَت ْنَا ْم ُّتدََرأ ْنِاَو
﴿... :ةرقبلا۲۳۳﴾  
“Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang lain, 
makatidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran 
menurut yang patut” (Q.S Al-Baqarah: 233) 
b.  Sunnah 
1. ا  (ھج ام نبا هاور) ُُھقَرَع َّفِجَی ْنَا َلْبَق ُهَرَْجاَرْیَِجْلاااوُطْع  
“Berikan Upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu 
Majah dari Ibn Umar)32 
2. (ةریرُھ ىبأ نع قازرلا دبع هاور) ُهَرَْجا ْلَمْعَیْلَف اًرْیَِجاَرَْجأَتْسا ِنَم 
“Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, 
beritahukkanlah upahnya.”(HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah)33 
3. اََعت ُالله َلَاقلى َُّمث ِىب َىطَْعا ٌلُجَرِةَمَاِیقْلاَمَْوی ُْمھُمْصَخَاَنٌاَةَثَلاث :
 ُھْنِم ىفَْوتْسَافاًرْیَِجاَرَْجَأتِْسا لُجَرَو،َُھنََمث َلََكَافا ًّرُح َعَاب ٌلُجَرَو،َرَدَغ 
     ُي َْملَوع(ىراخبلا هاور) ُهَرَْجا ِھِط  
Allah Ta’ala berfirman: Tiga orang yang menjadi musuh mereka 
di hari kiamat: Orang yang bersumpah atas nama-Ku kemudian 
berkhianat; orang yang menjual manusia merdeka kemudian 
memakan uangnya; dan orang yang memperkerjakan buruh, 
32 Sunan Ibni Majjah (II/817, no.2443) 
33 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 125 
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setelah buruh itu bekerja ia tidak tidak mau memberikan (HR. 
Imam Bukhari).34 
 
4.  ًةَیِھاَرَك َمِلَع ْوَلَو ُهَرَْجا َما َّجَحْا ىَطْعَاَو َمَّلَسَو ِھْیَلَع ُالله ىَّلَص ُّيِب َِّنلا َمَجَتْحِا 
ھِطْعُی ْمَلىراخبلا هاور)ملسمو(  
Nabi SAW. Berbekam lalu memberikan upahnya kepada tukang 
bekam. Seandainya (hal ini) menurut beliau makruh (haram), 
tentu tidak akan mengupahnya. (HR. Imam Bukhari Muslim).35 
Maksudnya, apabila perbuatan berbekam atau mengambil 
upah dari situ haram, tentu beliau tidak akan melakukannya.36 
5. Al-Bukhari meriwayatkan, “Rasulullah dan Abu Bakar ash-
Shiddiq pernah memperkerjakan seorang lelaki bani ad-Dail yang 
bernama Abdullah bin al-Uraiqith”37 
6. Dalam sebuah riwayat  disebutkan, “Ali pernah bekerja kepada 
seorang yahudi. Dia mengambil air untuk orang yahudi tersebut. 
setiap satu timba, diberi imbalan sebiji Kurma. Dia mencapai 
empat puluh timba lebih.”38 
c. Ijma’ 
34 Sahih al-Bukhari (IV/417, no. 2227) 
35Sahih Bukhari no.2118 
36Mustofa Dieb Albigha, Fiqih Islam Lengkap dan Praktis , (Surabaya :Insan Amanah,1424 
H), hlm. 269 
37 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta : Almahira, cet 1 2010), hlm. 38  
38Ibid  
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Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa Ijārahdibolehkan sebab 
bermafaat bagi manusia.39Dan tidak ada seorang Ulamapun yang melarang transaksi 
Ijārah.Sekalipun mereka berbeda pendapat mengenai hal ini. 
 
2.2 Rukun dan Syarat Ijārah 
Pada dasarnya pelaksanaan upah haruslah diperhatikan ketentuannya sesuai 
sebagaimana yang diatur didalam kitab kitab Fiqh, agar ketentuan tersebut dapat 
terwujud maka terdapat Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut: 
1. ‘Aqid (orang yang berakad) 
Mu’jir dan musta’jir, yaitu orang yangmelakukan akad sewa-menyewa 
atau upah-mengupah. mu’jir adalah yang memberikan upah dan yang 
menyewakan, musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk melakukn 
sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada mu’jir dan musta’jir 
dalah balig, berakal, cakap. Melakukan tasharruf  (mengendalikan harta) dan 
saling merdhai . 
Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama hanafiyah 
‘aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz 
(minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus balig. Akan tetapi jika bukan 
barang miliknya sendiri, akad ijārah anak mumyyiz, dipandang sah bila telah 
diizinkan walinya.40 
39Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm.124 
40 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 125 
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Ulama malikiyyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat Ijārahdan 
jual-beli, sedangkan balig adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad 
anak mumyyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. 
Menurut mazhab syafi’i dan hambali syarat bagi kedua orang yang 
berakad adalah telah balig dan berakal. Dengan demikian apabila orang itu 
belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan 
hartanya, atau diri merea sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka 
Ijārahnya tidak sah.41 
2. Sigat 
Sigat ijārahyaitu ijab kabul sebagai manifestasi dari perasaan suka sama 
suka, dengan catatan keduanya terdapat kecocokan atau kesesuaian. kabul 
diucapkan selesai pernyataan ijab tanpa jeda, seperti halnya dalam jual beli.  
Contoh pernyataan ijab dan qabul, misalnya mu’jir  mengucapkan, 
“Aku sewa manfaat barang ini kepadamu,” atau “Aku serahkan hak pakai 
barang ini kepadamu selama setahun denga uang sewa sekian,” lalu peyewa 
brkata “Aku terima,” atau “Aku sewa”. 
Menurut mazhab Hanafiah sah mengucapkan ijab kabul dengan 
mengucapkan lafaz al-i’arah (pinjam-meminjam) atau hibah, asalkan 
disebutkan adanya upah. Sah juga, menurut mazhab Hanafiyah, melakukan 
41  Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), 
(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2003), hlm. 228  
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transaksi hanya dengan menjalankan prosesnya (tanpa ada ucapan ijab dan 
kabul) 
Akan tetapi yang dipahami dari kitab kitab mazhab Dyafi’iah, 
transaksi ijārahboleh dilakukan dengan langsung menjalankan prosesnya 
(mu’athah)  jika sudah menjadi kebiasaan. Namun, jika belum menjadi 
kebiasaan, hal itu tidak diperbolehkan.42 
Menurut pendapat ashah, ijārah sah dengan ucapan. “Aku 
menyewakan manfaat barang ini kepadamu.”Karena istilah “jual beli” 
digunakan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas barang, tidak berlaku 
dalam pengalihan manfaat.Sebaliknya jual beli pun tidak sah dengan redaksi 
ijārah. Sementara itu, kata “membeli” sama dengan kata “menjual”43 
Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sigat ijārahadalah 
berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal 
atau dalam bentuk lain yang ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik 
aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah)44 
3. Ujrah 
Hukum Islam juga mengatur sejumlah perayaratan yang menyangkut 
mengenai ujrah (Imbalan) sebagaimana yang dijelaskan berikut ini: 
42 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Tranaksi Syariah, (Bandung : Darul Mustafa, 2009), 
hlm. 149-150 
43 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, cet 1 2010), hlm. 41  
44 Lihat fatwa DSN Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijārah 
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Pertama, upah harus berupa māl mutaqawwim dan upah berdasarkan 
sabda Rasulullah yang artinya: “Barang siapa memperkerjakan buruh 
hendaklah menjelaskan upahnya”. Memperkerjakan orang dengan upah 
makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandug unsur 
jahālah (ketidakpastian). Kedua, upah harus  berbeda dengan jenis objeknya. 
Menyewa rumah dengan rumah lain, merupakan contoh  Ijārahyang tidak 
memenuhi persyaratan ini karena hukumnya tidak sah, karena dapat 
mengantar pada praktek riba.45 
Dalam hal sewa menyewa barang yang berwujud (ijārah ‘ain), 
disyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga 
dalam akad jual belli. Karena ijārahmerupakan akad yang berorientasi 
keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkn nilai kompensasi layaknya jual 
beli. 
Apabila imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, musta’jir cukup 
denga melihatnya, meskipun itu diperuntukan sebagai kompensasi manfaat 
tertentu dalam bentuk tanggungan.Adapun keabsahan haji lewat undian (hajj 
bi al-rizq) karena itu termasuk jenis akad ju’alah yang memberikan toleransi 
pembrian imbalan yang nilainya tidak pasti.46 
45 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 
2002), hlm. 186-187 
 
46 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imm Syafi’i, (Jakarta : Almahira, cet 1 2010), hlm. 41 
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Jika ijārah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 
pada waktu berakhirnya perkerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad 
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada 
ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya 
secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut imam 
Syafi’i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika 
mu’jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta’jir, ia berhak 
menerima bayarannya karena penyewa (musta’jir) sudah menerima 
kegunaan.47 
Menurut mazhab Imam Abu Hanifah upah tidak dibayarkan hanya 
dengan adanya akad, memberikan syarat boleh untuk mempercepat dan 
menggunakan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menangguhkan 
sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, jika tidak ada 
kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah 
sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah 
jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan 
setelah habus masa sewa dia wajib membayar ang sewa tersebut.48 
Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu: 
a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui  
47 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 117-118 
48 Sayid sabiq,  Fiqh Sunnah Jislid 4, Terjemah, (Jakarta : Pena Puni Aksara, cet 2, 2007), 
hlm. 209 
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b. Tidak boleh sejenis dengan barang manffaat dari ijārah, seperti upah 
menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.49 
Menurut Dr. Ash-shadiq Abdurrahman Al Gharyani dalam bukunya 
menjelaskan bahwa “Barang siapa digaji untuk suatu pekerjaan selama waktu 
tertentu, maka ia tidak boleh meninggalkan pekerjaan sebelum habis 
waktunya walaupun ia sekedar duduk tanpa pekerjaan. Dan apabila 
meninggalkan pekerjaanya dan melakukan pekerjaan lain untuk dirinya 
sendiri dengan sejumlah upah, maka ia tidak berhak atas upah tersebut. 
Melainkan upah tersebut menjadi hak orang pertama memperkerjakannya”50 
Jadi pada dasarnya ijārahitu timbul setelah adanya kesepakatan antara 
mu’jir dan musta’jir yang telah bersepakat untuk melakukan akad ijārah 
setelah adanya kesepakatan barulah akad ijārahitu timbul dan mengikat 
kedua belah pihak hingga menimbulkan akibat hukum anatar 
keduanya.Sebelum mempekerjakan musta’jir, mu’jir haruslah menjelaskan 
mengenai upahnya.Pembayaran upah atas akad ijārah dilakukan sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak baik dalam bentuk tunai maupun 
tidak tunai.Dengan mempercepat pembayaran dan disertai dengan 
penangguhan maupun dengan membayar upah setelah selesai terlaksananya 
akad ijārahtersebut. 
49 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah,(Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 129 
50 Ash-Shadiq Abdurrahman Al Ghayani, Fatwa Fatwa Muamalah Kontemporer, (Surabaya : 
Pustaka Progresif, 2004), hlm. 55 
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Jadi dari beberapa paparan mengenai ujrah, maka ujrah atau imbalan 
memiliki beberapa syarat diantaranya adalah pertama, sebelum 
dilaksanakannya akad ijārah, ujarah haruslah diketahui terlebih dahulu 
disepakati dan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.keduaupah 
dibayarkan setelah suatu perkerjaantelah selesai dilakukan, atau sesuai 
dengan kesepakatan kedua belah pihak. ketigaUpah dibayarkan haruslah adil 
dan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan sesuai dengan suarah Al-
baqarah 233. 
4. Barang yang disewakan 
Objek dari transaksi ijārah, sesuatu yang dikerjakan dalam upah-
mengupah, diisyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa 
syarat berikutini: 
a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-
megupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.51Seperti menempati 
rumah sewa, atau mejahitkan pakaian. Karena sewa-menyewa itu 
seprti jual beli. 
b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah 
mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut 
kegunaannya (khusus dala sewa menyewa) 
51 Ghufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 
2002), hlm. 185 
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c. Haruslah perkara yang mubah (dibolehkan) manfaatnya. Maka tidak 
boleh menyewa seorang budak perempuan untuk digauli (disetubuhi), 
atau menyewa seorang perepuan untuk menyanyi atau meratapi mayat 
misalnya, atau menyewa sebidang tanah untuk dibangun gereja atau 
tempat minum-minuman keras (bar)52 
d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal ‘ain (zat)-nya hingga waktu 
yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. 
Adapun ijārahyang mentransaksikan suatu pekerjaan atas seorang pekerja 
atau buruh, harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini: 
 Pertama, perbuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaan, misalnya 
bekerja menjaga ruma satu malam, atau satu bulan. Dan harus jelas jenis 
pekerjaannya, misalnya pekerjaaan menjahit baju, memasak, mencuci, dan lain 
sebagainya. Dalam hal yang disebutkan terakhir ini tidak disyaratkan adanya batas 
waktu pengerjaannya. Dengan kata lain, hal ijārah pekerjaan diperlukan adanya job 
description (uraian pekerjaan). 
Kedua, pekerjaan yang menjadiobjek ijārah tidak berupa pekerjaan yang telah 
menjadi kewajiban pihak musta’jir (pekerja) sebelum berlangsung akad ijārah, 
seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak dan 
lain-lain.53 
52 Syaikh Abu Bakar Jabir AL-Jaza’iri, Minhajul Muslim, (Surakarta : Insan Kamil, 2009), 
hlm. 654 
53Muhammad Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat), (Jakarta 
: PT. Raja Grafindo Persada, Cet 1, 2003), hlm. 228  
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Menurut ulama Hanafiyah, rukun ijārah adalah ijab dan qabul, antara lain 
dengan menggunakan kaliamat: al- ijārah, al-isti’jar, al-iktira’, dan al-ikra. 
Adapun menurut jumhur ulama, rukun Ijārahada (4) empat, yaitu: 
1. ‘Aqid (orang yang berakad) 
2. Sigat akad 
3. Ujrah (upah) 
4. Manfaat54 
Tujuan akad ijārahyaitu pemanfaatan nilai guna barang.Itulah 
fungsi utama ijārah, menurut jumhur ulama.55 Dalam buku-buku 
ulama Irak disebutkan bahwa manfaat dalam penyewaan barang 
terbagi menjadi tiga macam: 
1. Manfaat yang hanya dibatasi oleh waktu, seperti penyewaan tanah 
pekarangan, jasa menyususi, dan jasa tukang bangunan, karena 
manfaat pekarangan dan jasa menyusi hanya dapat diukur dengan 
waktu 
2. Manfaat hanya dibatasi oleh fungsi, contohnya jasa untuk menunaikan 
haji, jasa penjualan tekstil dan jasa pengiriman barang. 
3. Manfaat yang dibatasi oleh waktu dan fungsi sekaligus, contonya 
penyewaan mobil, alat transportasi dari hewanatau jasa penjahit.56 
54 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 125 
55Ibnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taiminyah, (Jakarta: Darul Haq, 2005) hlm. 44 
 
56Ibnu Taimiyah, Kumpulan Fatwa Ibnu Taiminyah, (Jakarta: Darul Haq, 2005) hlm. 45-46 
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2.3 Macam-Macam Ijārah 
2.3.1 Dari segi jenisnya  
Ijārah dapat dibagi menjadi dua, yaitu Ijārahterhadap benda atau sewa 
menyewa dan ijārahatas pekerjaan atau upah mengupah. 
a. Ijāraha’yan dalam hal ini terjadi sewa-menyewa dalam bentuk benda atau 
binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari 
penyewa. 
b. Ijārah bi al‘amal, dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau 
buruh manusia dimana pihak penyewa memberi upah kepada pihak yang 
menyewakan57. Ijārah amal ‘ala al-a’mal terbagi dua, yaitu: 
 
a. Ijārah Khusus  
yaituijārahyang dilakukanoleh seorang pekerja. Hukumnya, yang 
bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya 
upah.58 
b. Ijārah Musytarik 
yaitu ijārah dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. 
Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain59 
Tanggung-jawab yang Disewa (Ajir)  
57 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet 2, 2001), hlm. 426 
58 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 133 
59Ibid,  hlm.134 
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a. Ajir Khusus 
Ajir khusus, sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah orang yang  
bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, seperti pembantu rumah 
tangga. Jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggung-jawab 
untuk menggantinya. 
b. Ajir Musytarik 
Ajir musytarik, seperti para pekerja dipabrik, para ulamaberbeda 
pendapat dalam menempatkan tanggung-jawab mereka.60 
1. Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan, Ibn Jiyad, dan Imam Syafi’i 
Pendapat yang paling sahih adalah mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan 
sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka, kecuali bila disebabkan oleh 
permusuhan, seperti dalam firman Allah SWT:  
        نْیِمِلا َّظلا ىَلَع َّلاِا َناَوْدُع َلاَف 
2. Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah 
Mereka berpendapat bahwa ajir bertanggung-jawab atas kerusakan  jika kerusakan 
disebabkan oleh mereka walaupun tidak disengaja, kecuali jika disebabkan oleh hal-
hal yang umum terjadi 
3. Ulama Malikiyah 
Pekerja bertanggung-jawab atas kerusakan yang disebabkannya walaupun tidak 
disengaja atau karena kelalaiannya. Hal itu didasarkan pada hadis: 
60Ibid 
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 ا ننسلا باحصاو ھمحأ هاور) ُھَی ِّد َؤُت ىَّتَح ْت َذََخا اَم ِدَیلْا ىَلَع : م.ص ِللہ ُلْوُسَرَلاَق
   (ةعبرلأ 
Artinya: 
“Rasulullah bersabda, “Tangan yang mengambil bertanggung-jawab 
sampai membayarnya”61 
2.3.2 Dari segi waktu berlangsungnya akad 
Menurut pendapat Imam Syafi’i, Ijārah ada dua macam yaitu:  Ijārah 
‘Ain dan Ijārah dzimmah. 
a. Ijārah ‘Ain  
Yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat yang bersinggungan langsung 
dengan bendanya, seperti menyewakan tanah pekarangan, hewan 
pengangkut yang telah ditentukan, dan memperkerjakan orang tertentu. 
b. Ijārah Dzimmah  
Yaitu akad sewa-menyewa dalam bentuk tanggungan, misalnya 
menyewakan mobil dengan ciri-ciri untuk kepentingan tertentu, 
menyewakan hewan dengan pengangkut yang mempunyai sifat tertentu 
untuk membawa muatan tertentu , menyewa jasa penjahit untuk 
membuat baju atau jasa buruh untuk membangun rumah atau 
61 Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 134 
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melakukan pekerjaan lainya. Dalam hal ini, sebagai tanda persetujuan 
akad pihak kedua 
mengucapkan sigat qabul, “Aku terima”, atau “Aku terima kontrak kerja 
tersebut.” 
 Keabsahan menyewakan tanah tiada lain mesti menggunakan akad ijārah‘ain 
karena penyewaaan tanah tidak dapat ditetapkan dalam bentuk tanggungan. Adapun 
penyewaan barang selain tanah bisa dilakukan dengan dua cara, ijārah‘ain dan ijārah 
dzimmah. 
 Upah dalam ijārah dzimmah disyaratkan harus diserahkan dimajelis akad, 
sama seperti pembayaran harga dalam akad salam. Upah tidak boleh ditunda, diganti 
dengan yang lain, dialihkan kepada dan dari musta’jir, dan tidak boleh dibebaskan. 
Ketentuan ini, seperti yang berlaku dalam akad salam karena penerima pesana 
(penjual) telah sanggup memberi jaminan dengan menyerahkan barang  pesanan pada 
waktu yang telah disepakati 
Apabila upah telah ditentukan, bersifat mutlak, atau dalam tanggungan, ia dapat 
dimiliki saat itu juga melalui akad sebagai langkah antisipasi. Artinya, ketika masa 
penyewaan telah berlalutanpa ada rintangan, mu’jir berhak memperolehupah sebagai 
kompensasi akad tersebut.62 
 
62 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta : Almahira, cet 1 2010), hlm. 49-51 
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2.4 Sistem Pengupahan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif 
2.4.1 Sistem Pengupahan dalam Hukum Islam 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya upah merupakan harga yang 
diberikan atas jasa seseorang terhadap apa yang telah dikerjakanya. Atau dengan kata 
lain harga yang dibayarkan atas manfaat yang telah dikerjakan oleh seorang 
musta’jir. 
Dalam penetuan upah, Islam sangat menekankan prinsip keadilan.Islam 
menawarkan solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini didasarkan pada keadilan 
dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut 
Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan 
kepentingan pihak yang mana pun, dengan setiap mengingat ajaran Islam berikut ini: 
a. نٮقتملل ىدھ ھف بیرلا بتكلا كلذ﴿ :ةرقبلا۳﴾  
Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(QS. Al-Baqarah [2]: 279) 
b. نسحلااو لدعل ابرمأی للہ نا﴿:لحنلا۹۰﴾   
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,... 
(QS. an-Nahl [16]:90) 
c. Abu Dzar menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda: “mereka (budak atau 
pembantumu) adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menempatkan mereka 
di bawah kekuasaanmu, berilah mereka makan seperti makanmu, berpakaian 
seperti pakaianmu, dan jangan mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang 
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mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, 
maka bantulah dia.” (Bukhari dan Muslim) 
Demikianlah, pekerja maupun majikannya harus memperlakukan satu sama 
lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan 
satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan 
mereka. Majikan tidak boleh lupa bahwa kontribusi karyawan dalam proses 
produksinya adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang 
ayak bagi oegawainya itu agar dapat menjalani kehiidupan dengan baik. 
Tingkat jumlah upah minimum dalam masyarakat Islam ditentukan dengan 
memerhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan 
perumahan. Seorang pekerja haruslah dibayar dengan cukup sehingga ia adapat 
membayar makan, pakaian dan perumahan, untuknya dan keluarganya. Pendidikan 
anak-anaknya pun harus pula dipenuhi, dan demikian pula layanan kesehatan 
untuknya dan keluarganya.  
Rasulullah SAW menentukan upah minimal bagi seseorang yang bekerja 
dipemerinahan, beliau bersabda: 
“Bagi seorang pegawai pemerintahan, jika ia belum menikah, hendaklah ia 
menikah, jika ia tidak punya pembantu, bolehlah ia miliki seorang; jika ia tidak punya 
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rumah, barlah ia bangun sebuah, dan sisapapun yang melewati batas itu, maka 
tentulah ia seorang perebut atau pencuri” 63 
Pada dasarnya sistem pengupahan dalam Islam berdasarkan keadilan dan 
kejujuran serta dibayarkan secara layak, patut, serta tidak merugikan pihak manapun. 
Dalam Islam upah dibayarkan setelah selesainya sebuah pekerjaan, sesuai dengan 
hadis Nabi Muhammad SAW bahwa pembayaran upah dilakukan sebelum keringat 
sipekerja kering atau dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
1. Upah (harga yang dibayarkan ) harus suci (bukan benda najis). 
2. Upah harus dapat dimanfaatkan 
3. Upah harus dapat diserahkan 
4. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah 
itu, baik karena itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang 
dikuasakan) 
5. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak64 
6. Prinsip keadilan. 
Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku disemua wilayah kegiatan 
manusia, baik dibidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya 
sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi 
seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan 
pertukaran. 
Di wilayah produksi, prinsip Islam tentang keadilan menjamin bahwa 
tak seorangpun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorang pun 
63 Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta : Kencana 
Prenada Media Grup, 2012), hlm.198-199 
64 Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Tranaksi Syariah, (Bandung : Darul Mustafa, 2009), 
hlm.159-161 
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dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal, dan curang. 
Para pemeluk Islam hanya diizinkan unntuk mendapatkan kekayaan melalui 
cara yanng adil dan jujur. 
Di bidang distribusi, prinsip Islam tentang keadilan memainkan peran 
yang paling penting. Salah satu sumbangan tersebesar Islam bagi kemanusiaan 
adalah bahwa Islam menjamin berlangsungnya distribusi kekayaan yang adil 
diantara manusia.65 
Dalam hal pertukaran sendiri dapat kita hubungkan dengan ijārahdi 
mana seorang musta’jir telah memberikan jasanya kepada mu’jir, setelah 
manfaat atas jasanya diterima oleh mu’jir, maka mu’jir wajib memberikan 
upah atas jasa musta’jir sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Baik dari 
segi manfaat maupun loyalitas waktu yang musta’jir luangkan sesuai dengan 
firman Allah SWT Surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana pada ayat tersebut 
dijelaskan secara tersirat mengenai keadilan membayar upah secara patut. 
7. Menahan barang sewaan hingga upah dibayarkan  
Ketika seorang (mu’jir) mempekerjakan buruh untuk menjahit atau 
mewarnai pakaian, misalnya, begitu selesai –menurut pendapat yang rajih  dia 
tidak oleh menahan barang tersebut (tidak menyerahkannya kepada pihak 
mu’jir) hingga upahnya dibayar. Sebab mu’jir tidak menggadaikan barang 
65 Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta : Kencana 
Prenada Media Grup,2012), hlm. 45 
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tersebut (menjadikannya jaminan utang) kepada buruh sehingga tidak ada 
alasan baginya untuk menahannya.66 
 
Sistem Pengupahan Menurut Para Fuqaha 
Jaribah bin Ahmad seorang ahli fiqh kontenporer mengatakan, diantara 
hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah 
sebagai imbalan pekerjaannya. Islam mengancam keras bagi orang yang tidak 
mau membayarkan upahnya67 
Menurut Wahbah az-Zuhaili, ada dua macam orang yang disewa (ajir) 
jasanya, yaitu : ajir khas (pekerja khusus) dan ajir mustarik (pekerja umum). 
Pekerja khusus adalah orang yang bekerja kepada seorang selama waktu 
tertentu. Pekerja tidak boleh bekerja selain orang yang meyewanya. Sedagkan 
pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk orang banyak, seperti tukang 
besi, tukang seterika, dll. Pekerja umum boleh bekerja untuk orang banyak 
dan yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.68 
Upah pekerja umum atau pekerja khusus berkaitan dengan 
kesepakatan kedua belah pihak, dan berpengaruh atas faktor kekuatan 
66 Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’i, (Jakarta: Almahira, cet 1 2010), hlm. 53. 
67 Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta : Khalifa, 
2006), hlm. 236. 
68 Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuha, Jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011) hlm. 
477. 
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penawaran dan permintaan yang terjadi dipasar Islam secara penuh termasuk 
masalah harga dan upah.69 Ketika kekuatan penawaran dan permintaan 
bekerja dalam perspektif dalam ajaran tersebut, maka upah akan berlaku adil. 
Menurutnya ada beberapa syarat untuk merealisasikan kecukupan yang 
menentukan upah pekerja khusus dan pekerja umum, sebagai berikut: 
1. Perbedaan kemampuan dan keahlian seseorang dengan orang lain.  
Maka persyaratan upah harus menyamai kecukupan itu. 
2. Sesungguhnya batas minimal upah pekerja individu harus tidak 
kurang dari batas kecukupan karena mempengaruhi spirit 
produktivitas. 
3. Para fuqaha’ membicarakan upah pekerja pada individu, berarti 
mereka menentukannya dengan upah sepadan.70 
Jaribah bin Ahmad al-harisi melihat sistem pengupahan menurut Umar 
bin Khatab dilihat atau diukur melalui kemampuan dan keahlian seseorang. 
Upah yang dibayarkan harus sepadan dan tidak kurang dari batas kecukupan 
karena hal tersebut dapat mempengaruhi produktivitas, kinerja serta motivasi 
pekerja (karyawan) dalam melakukan tugasnya. Serta tidak melibihi dari batas 
kecukupan untuk menghindari dan melindungi pekerja dari perbuatan suap.  
69 Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab, (Jakarta : Khalifa, 
2006), hlm. 241 
70Ibid, hlm. 41 
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Dalam fiqh Muamalah upah juga dapat digolongkan menjadi dua 
macam yaitu sebagai berikut: 
a. Ajru al-musamma (upah yang disebutkan), yaitu upah yang telah 
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah etika disebutkan 
harus disertai kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak 
b. Ajru al-mitsli (upah yang sepadan) adalah upah yang sepadan 
dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya. 
Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam 
suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.71 
Upah dapat dipandang juga melalui dua segi, yaitu moneter dan yang 
bukan moneter. Jumlah uang yang diperoleh seorang pekerja seama jangka 
waktu tertentu yang mengacu kepada upah nominal tenaga kerja. Upah 
sesungguhnya tergantung dari faktor seorang buruh, seperti upahnyang berupa 
uang, daya beli uang dan seterusnya.72 
Menurut Abdul Mannan ada perbedaan dalam dunia kerja, terdapat 
perbedaan upah, yang timbul karena perbedaan keutungan yang tidak berupa 
uang. Terdapat perbedaan besar antara pekerja intelektual dan pekerja kasar, 
pekerja terampul dan pekerja tidak terampil. Sangat sedikit mobilitas kerrja 
71 Nuruh Huda, Dkk. Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis, (Jakarta : Kencana Prenada 
Media Grup, 2008), hlm 230 
72 Abdul Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 
1997), hlm. 166 
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diantara dua golongan tersebuut akibatnya tingkat upah bagi masing-masing 
tergantung kepada permintaan masing-masing kelompok kerja. Islam 
mengakui adanya perbedaan diantara berbagai tingkatan pekerja, karena 
adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan penghasilan 
dan hasil material.73 
2.4.2 Sistem Pengupahan dalam Hukum Positif 
 Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, keadaan hukum perburuhan 
tidaklah berarti, sehingga para pekerja tidak terlindungi kesejahteraan dan 
jaminan kehidupannya, hal ini dikarenakan pemerintah masih memikirkan 
usaha unuk mempertahankan pemerinthan kita. Untuk mencegah adanya 
kekosongan hukum masih diberlakukan aturan pada masa Hindia Belanda. 
Meskipun dalam Undang-Undang dasar 1945 secara tegas menyatakan dalam 
pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap-tiap warga negara 
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.74  
Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, yang dimaksud 
dengan buruh ialah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapat upah; 
sedangkan yang dimaksud tenaga kerja adalah setiap orang yang berada dalam 
usia kerja. Adapun pengertian Karyawan secara eksplisit belum pernah 
dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perburuhan. Menurut 
73Ibid, hllm. 117 
74 Zainal Asikin. Dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta : Rajawali Press, 2006). 
Hlm. 27.  
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Soekarno75, pengertian karyawan yang hingga yang hingga kiniberkembang 
adalah orang yang bekarya, yang bekerja. Jadi siapa pun yang bekerja adalah 
karyawan.  
Lain halnya dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 
tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja, yang dimaksud 
dengan tenaga kerja adalah “tiap-tiap orang yang mampu melakukan 
pekerjaan” (di dalam atau luar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-
barang  dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.76 
Tenaga kerja seperti yang telah disebutkan, adalah faktor produksi 
yang amat penting, dan imbalannya disebut upah. Persoalan upah ini amat 
penting karena ia mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Jika para 
pekerja tidak mendapatkan upah yang memadai, hal itu tidak hanya akan 
mempengaruhi nafkahnya saja, melainkan juga daya belinya. Jika sebagian 
besar pekerja tidak memiliki daya beli yang cukup, maka hal itu akan 
mempengaruhi seluruh industri yang memasok barang-barang konsumsi bagi 
kelas pekerja. Lagi pula perlakuan tdak adil kepada kelas pekerja ini akan 
menyebabkan timbulnya ketidak puasan, frustasi, agitasi, dan pemogokan. 
Demikianlah jika bagian (share) para pekerja di dalam pendapatan nasional itu 
dirampas atau dikurangi, dalam jangka panjang hal itu akan merupakan 
75 Bandingkan, Soekarno M.P.A, “Peningkatan Produktivitas Kerja Dalam Pelaksanaan 
HIP”, Lokakarya Puspi/Kadin, Jakarta. 11 Oktober 1984. 
76 Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Prespektif Islam 
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“bunuh diri ekonomi” bagi satu negara.Berbagai teori dikemukakan oleh para 
ahli ekonomi modern mengenai penentuan upah ini. 
1.  Menurut subsistence theory, upah cenderung mengarah kesuatu tingkat 
yang hanya cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan inimum pekerja dan 
keluarga.  
2. Wages theory menerangkan bahwa upah tergantung pada permintaan dan 
penawaran tenaga kerja. 
3. Residual claimant theory menyatakan baha upah adalah sisa jika seluruh 
imbalan bagi faktor produksi yang lain telah dibayar kan 
4. Marginal productivity theory, dalam kondisi persaingan sempurna, setiap 
pekerja yang memiliki skill dan efisiensi yang sama dalam suaru katagori 
akan menerima upah yang sama dengan VMP (Value of marginal product) 
jenis pekerjaan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada kesepakatan 
diantara para ahli ekonomi mengenai masalah bagaimana upah itu 
ditetapkan.77 
Upah ditetapkan berdasarkan, waktu dan/ satuan hasil. Upah 
berdasarkan satuan waktu sebagaimana yang dimaksud ditetapkan secara 
harian, mingguan, atau bulanan .upah wajib dibayarkan kepada 
Pekerja/Buruh yang bersangkutan . pengusaha wajib memberikan btukti 
pembayaran upah memuat rincian upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh 
77 Muhammad Syarif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, (Jakarta, Kencana 
Prenada Media Grup, 2012), hlm. 197-198 
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pada saat upah dibayarkkan. Pengusaha wajib membayarupah pada waktu 
yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja.78 
Intervensi pemerintah dalam bidang tenaga kerja telah membawa 
perubahan mendasar yakni menjadikan sifat hukum perburuhan menjadi 
ganda yaitu, hukum privat dan publik. Sifat privat melekat pada prinsip dasar 
adanya hubungan kerja yang ditandai adanya perjanjian kerja antara 
pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, sedangkan sifat publik dapat dilihat 
dari : 
1. Adanya sanksi pidana, sanksi administratif bagi pelanggar 
ketentuan dibidang perburuhan/pekerjaan. 
2. Ikut campur tangan pemerintah dalam menetapkan besarnya upah 
minimum79 
Disamping itu peran dan fungsi dewan ketenagakerjaan daerah/komisi 
penelitian pengupahan dan jaminan sosial ditingkatkan menjadi dewan 
pengupahan daerah yang anggotanya terdiri dari pekerja/serikat pekerja, 
pengusaha/asosiasi pengusaha, pakar dan pemerintah daerah, serta lembaga 
kerjasama tripatrit daerah yang diketuai gubernur. Fungsi dan posisi 
pemerintah pusat dalam ini menganjurkan dan mengingatkan ke masing-
78 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang 
Pengupahan 
79 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, (Jakarta : Rajawali Press, 
2007), hlm. 12 
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masing daerah agar sangat berhati hati dalam kebijakan upah. Besar UMP 
disesuaikan bedasarkan perhitungan kebutuhan hidup minimum (KHM) di 
daerah, sedangkan hasil penentuan daerah, tidak perlu diterusakn kepusat.  
Penetapan Upah minnimum diatur pada tahun 1999 dengan 
dikeluarkannya peraturn Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 
PER-01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999, tentang Upah Minimum jo. 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Nomor: Kep-
726/Men/2000 tentang perubahanpasa 1, pasal 3, pasa 4 pasal 8, pasal 11, 
pasal 20 dan pasa 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-
01/Men/1999 tentang upah minimum.80 
Eggi Sudjana menjelaskan, dalam penetapan upah minimum 
diberlakukan agar penetapan upah sesuai kebutuhan hidup. Undang-Undang 
No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasa 1 angka 4 memberikan 
pengertian pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima 
upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Kemudian bekenaan dengan 
dilaksakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi 
daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan 
keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, ketentuan upah minimum 
regional (UMP) diserahkan ke masing-masing provinsi/daerah tingkat I 
sehingga menjadi upah minimum provinsi (UMP). Ketentuan upah minimum 
80 F.x. Djumialdji, Perjanjian Kerja, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 27 
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dilakukan dan ditetapkan daerah dengan memperhatikan dasar pertimbangan 
penetapan upah minimum, keseimbangan upah antar daerah dan pencapaian 
kesejahteraan pekerja di daerah otonom masing-masing.81 
Kemudian berkaitan dengan masalah upah minimum juga diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan, berikut 
isi pasal 88: 
1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh peghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindung 
pekerja/buruh. 
3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi: 
a. Upah minimum; 
b. Upah bekerja lembur; 
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaanya; 
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. Bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. Denda dan potongan upah; 
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. Struktur dan skala pengupahan yang proposional; 
j. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan 
memperhatikan produtivitas dan pertumbuhan ekonomi.82 
81 Eggi Sudjana, Buruh Menggugat Perspektif Islam, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan , 2002), 
hlm. 95. 
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Undang-Undang tersebut menyenyajarkan antara pengusaha dan 
pekerja/buruh dalam artian tidak terjadi ketimpangan di antara keduanya, berada pada 
porsi masing-masing. Dengan demikian, kedudukan undang-udang tersebut tidak 
semata-mata hanya kesepakatan kerja bahkan lebih tinggi dari kesepakatan kerja yang 
disepakati antara pengusaha dan pekerja/buruh, juga mengaur mengenai upah yang 
wajar sesuai kontrak kerja antar keduanya. Oleh karena itu dalam undang-undang 
tersebut  dipandang ideal dari undang-undang sebelumnya.83 
Keterlibatan semua pihak terkait dengan Hubungan kerja maupun Hubungan 
Industrial, diharapkan mampu mengakomodir kepentingan seluruh pihak sehingga 
upah minimum yang akan ditetapkan kemudian dapat memberikan perlindungan baik 
bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Banyak pekerja/buruh yang telah bekerja 
lebih dari satu tahun hanya dibayar dengan upah sebesar upah minimum yang tela 
ditetapkan seudah memenuhi normatif. Hal ini terjadi karena pemahaman antara 
pekerja/buruh dan pengusaha tentang ketentuan upah minimum sangat terbatas.84 
Komponen Komponen Upah menurutSurat Edaran Menteri Tenaga Kerja 
Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan 
Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah 
82 Lembaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang ketenaga kerjaan 
83 Andrian sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 269. 
84 Budiyono, “Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Perlindungan bagi 
Pekerja/buruh dan Perkmbangan Perusahaan” (Tesis yang tidak dipublikasikan), Magister Ilmu 
Hukum di Universitas Diponogoro Semarang pada Tahun 2007, hlm. 94 
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1. Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut 
tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan. 
2. Tunjangan tetap adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan 
pekerjaan yang diberikan secara tetsap untuk pekerja dan keluarganya serta 
dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, 
seperti tunjangan istri ; tunjangan anak; tunjangan perumahan; tunjangan 
kematian; tunjangan daerah dan lain lain. Tunjangan transport dapat 
dimasukan dalam komponen tunjangan tetap apabila pemberian tunjangan 
terseut tidak berkaitan dengan kehadiran, dan diterima secara tetap oleh 
pekerja menurut satuan waktu harian atau bulanan 
3. Tunjangan tidak tetap adalah suatu pembayaran yang secara langsung atau 
tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap 
untuk pekerja dan keuarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang 
tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan 
trransport yang didasarkan pada kehadiran, tunjangan makan dapat dmasukan 
kedalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar 
kehadiran (pemberian tunjangan bisa dalam uang atau fasilitas makan)85 
Ada juga yang membedakan perolehan upah antara pekerja tetap 
dengan pekerja tidak tetap, sementara upah pekerja yang tetap jumlah upah 
85 Lihat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 
1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah 
                                                             
66 
 
yang diterimanya tergantung pada bentuk aktivitas kerja yang dilakukannya, 
sedangkan pekerja yang tidak tetap menerima upah sesuai degan hasil 
pekerjaanya apabila pekerjaanya yang ditunaikannya belum dapat diselesaikan 
maka belum dapat menerima upah.86 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 T.M Syauqi, “Analisis Peraturan Gubernur Aceh Nomor 56 Tahun 2010 Tentang 
Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Menurut Konsep Ujrah Dalam Fiqh Muamalah” (Skripsip 
yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syriah Jurusan Muamalah wal Iqtishad, 2011, hlm. 60. 
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BAB TIGA 
SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN WAHANA IMPIAN MALAKA 69 
DITINJAU MENURUT KONSEP IJĀRAH BI AL ‘AMAL 
 
 
3.1  Gambaran Umum Wahana Impian Malaka 69 
 
3.1.1 Sejarah Berdirinya Wahana Impian Malaka69 
 Dari asil wawancara yang dilakukan penulis dengan manajer karyawan 
Wahana Impian Malaka69, latar belakang berdirinya disebabkan karena tsunami 2014 
telah menghancurkan tempat wisata yang berada di sekitaran kota dan pantai, trauma 
masyarakat terhadap laut menjadi alasan dibangunnya Wahana Impian Malaka, 
walaupun masih beroperasi selama selama empat tahun, rencana dibangunnya Wahan 
Impian Malaka69  telah disusun sejak lama. Dengan menggunakan dana dan lahan 
pribadi seluas dua puluh lima hektar Azwir Bashah selaku pendiri juga berharap 
dengan dibangunkannya Wahana Impian Malaka 69 dapat membantu perekonomian 
msyarakat sekitar dan memajukan kecamatan Kuta Malaka.  
Tempat wisata air dan juga outbond ini, diresmikan oleh Bupati Aceh Besar 
Mukhlis Bashah S.os pada Agustus 2013 bertepatan dengan bulan Ramdhan. Acara 
peresmian Wahana Impian Malaka 69 disertai dengan buka puasa dan taraweh 
bersama mayarakat, muspika kecamatan, beberapa pejabat pemerintah Aceh Besar, 
dan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Aceh Muzakir Mannaf.  
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3.1.2 Letak Geografis Wahana Impian Malaka 69 
Wahana Impian Malaka 69 adalah salah satu tempat wisata Air dan Outbond 
yang terletak di kabupaten Aceh Besar, tepatnya di desa Lamara Eungkit Kecamatan 
Kuta Malaka. Wahana Impian Malaka 69 mempunyai luas dua puluh lima hectare dan 
hanya baru duakoma limaprsen dari lahan tersebut yang sudah aktif diisi oleh kolam 
utama, kolam tumpah, kolam arus, kolam rujak, kolam perahu, kolam arus bawah, 
kolam ikan, kolam terapi, motor ATV dan kebun binatang. Empat hektare lahan 
parkir, selebihnya sedang dalam masa pembangunan. 
3.1.3 Dampak Berdirinya Wahana Impian Malaka 69 Bagi Masyarakat 
Sekitar. 
Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis melihat dengan adanya 
Wahana Impian Malaka 69 yang telah beroperasi sejak 2013 sangat membantu 
perekonomian masyarakat sekitar, karena seluruh karyawan yang dipekerjakan 
merupakan masyarakat di Kecamatan Kuta Malaka bahkan ada dari kecamatan lain 
diantaranya Indrapuri, Sukamakmur, Montasik, Blang Bintang dan beberapa 
kecamatan lainnya.  beberapa orang yang bekerja, dipekerjakan sebagai karyawan 
tetap diantaranya bertugas mengawasi, pintu masuk, parkir, loket pembelian tiket, 
operator panggung, loker pria, loker wanita, penjaga pelosotan, penjaga kebun 
binatang, vakum, sterilisasi kolam, swalayan, tujuh Kolam yang masing masing 
kolam dijaga oleh dua orang penjaga, outbond, imam mushala, dari bagian keamanan 
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manajemen Wahana Impian Malaka 69 berkerja sama dengan pihak kepolisian dan 
memperkerjakan beberapa orang tim medis yang  siap menangani jika terjadinya 
kecelakan pada pengunjung didalam Wahana Impian Malaka.  
Pengunjung Wahana Impian Malaka akan diunjungi oleh para pengunjung 
pada hari biasa, hari libur (sabtu dan minggu), pada tanggal merah, dan akan paling 
ramai dikunjungi pada Hari Libur sekolah, dan Hari raya. Pengunjung perharinya bisa 
mencapai puluhan bahkan ratusan orang. Dengan  ramainya kehadiran para 
pengunjung maka pihak majaemen Wahana Impian Malaka akan memperkerjakan 
karyawan tambahan pada peak time waktu dimana ramainya para pengunjung. 
3.2  Penilaian Komitmen, Loyalitas, dan Dedikasi antara Pegawai Tetap dan 
Tidak Tetap Terhadap Penentuan Upah 
Loyalitas berasal dari kata “lo. yal” yang artinya patuh: setia. Sedangkan 
Loyalitas artinya  kepatuhan; kesetiaan87. Jadi yang dimaksud dengan loyatitas 
karyawan adalah kesetiaan dan petauhan karyawan terhadap suatu perusahaan. 
Loyalitas karyawan tidak hanya sebatas menjalanan job description namun 
melakukan segalah hal untuk kemajuan sebuah perusahaan.  
Untuk mengetahui apakah seorang karyawan loyal terhadap perusahaan. 
Terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur 
loyalitas karyawan tersebut. Aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada seorang 
karyawan antara lain: 
87Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustakka Utama, 2008)  
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1.  Taat pada peraturan 
Seorang karyawan yang loyal akan selalu taat pada peraturan. Sesuai dengan 
pengertian loyalitas, ketaatan ini timbul dari kesadaran karyawan jika peraturan yang 
dibuat oleh perusahaan semata-mata disusun untuk memperlancar jalannya pelaksaan 
kerja perusahaan. Kesadaran ini membuat karyawan akan bersikap taat tanpa merasa 
terpaksa atau takut terhadap sanksi yang akan diterimanya apabila melanggar 
peraturan tersebut. 
2.  Tanggung jawab pada perusahaan/organisasi 
Ketika seorang karyawan memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, 
maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 
perusahaannya. Karyawan akan berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya, 
namun sekaligus berani untuk mengembangkan berbagai inovasi demi kepentingan 
perusahaan. 
3.  Kemauan untuk bekerja sama 
Karyawan yang memiliki sikap sesuai dengan pengertian loyalitas, tidak 
segan untuk bekerja sama dengan karyawan lain. Bekerja sama dengan orang lain 
dalam suatu kelompok memungkinkan seorang karyawan mampu mewujudkan 
impian perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang tidak mungkin dicapai oleh 
seorang karyawan secara invidual. 
4.  Rasa memiliki 
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Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap perusahaan akan membuat 
karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap 
perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap sesuai dengan 
pengertian loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. 
 
5.  Hubungan antar pribadi 
Karyawan yang memiliki loyalitas kerja tinggi akan mempunyai hubungan 
antar pribadi yang baik terhadap karyawan lain dan juga terhadap atasannya. Sesuai 
dengan pengertian loyalitas, hubungan antar pribadi ini meliputi hubungan sosial 
dalam pergaulan sehari-hari, baik yang menyangkut hubungan kerja maupun 
kehidupan pribadi. 
6. Kesukaan terhadap pekerjaan 
Sebagai manusia, karyawan pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap 
pekerjaan yang dilakukannya setiap hari. Seorang karyawan yang memiliki sikap 
sesuai dengan pengertian loyalitas akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan 
bijaksana. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila seorang karyawan mencintai 
pekerjaannya.88 
88http://ciputrauceo.net/blog/2015/11/19/pengertian-loyalitas-dan-serba-serbi-pengertian-
loyalitas-karyawan diakses pada 5 Maret 2017 
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Dedikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mmerupakan Pengorbanan 
tenaga,  pikiran  dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan mulia.89 Dalam 
hal ini pihak Wahana Impian Malaka juga berbeda dalam menilainya yaitu mereka 
menilai bahwa pegawai tidak tetap mempuyai peran yann lebih dalam hal ini 
pasalnya mereka berkerja pada saat peak time. Sedang bagi karyawan tetap mereka 
menilai kerjanya sama seperti hari hari biasa.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia komitmen merupakan perjanjian 
(keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak.90 Dalam hal ini pihak manajemen 
Wahana Impian Malaka berbeda dalam menilai dimana pekerja tetap sangat terikat 
dalam hal bekerja karena sebelum bekerja mereka telah melakukan kontrak kerja 
dengan pihak perusahaan dengan tidak akan bekerja pada instansi lain. Sedang 
pekerja tidak tetap tidak memiliki kontrak kerja yang terikat namun hanya sebatas 
pada hari saat mereka bekerja. 
Pihak Wahana Impian Malaka berbeda dalam menilai komitmen antar 
pegawai tetap dan tidak tetap yang mana mereka menilai lebih atas komitmen 
pegawai tetap atas dasar bahwa pegawaai tetap menghabiskan seluruh waktunya 
sertiap hari selama sebelas jam dan tidak berkeja pada tempat lain dan siap bekerja 
kapan saja. Sedangkan pegawai tidak tetap hanya akan bekerja saat kapan dia 
bersedia untuk bekerja. 
89Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustakka Utama, 2008)  
90Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustakka Utama, 2008)  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa loyalitas, dedikasi, serta komitmen sangat 
berpangaruh dalam penetapan gaji pegawai. Hal tersebut ditandai dengan jumlah 
upah yang dibayarkan kepada pegawai tetap dan tidak tetap. Berdasarkan hasil 
wawancara diketahui pegawai tetap memperoleh gaji sebesar Rp.2.010.000-, setiap 
bulannya, sedangkan pegawai tidak tetap memperoleh gaji sebesar Rp.90.000-, 
perharinya. 
 
1.3 Sistem Pengupahan Karyawan Wahana Impian Malaka 69 
Pengupahan merupakan salah satu sistem yang penting dalam membina 
hubungan antara karyawan dengan atasan. Baik dalam suatu perusahaan mau dalam 
sebuah instansi atau lembaga tertentu.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis 
lakukan, berikut sistem pengupahan karyawan yang dilaksannakan di Wahana Impian 
Malaka 69 adalah sebagai berikut: 
1. Status Karyawan  
Pegawai Wahana Impian Malaka 69 terdiri dari : 
a. Pegawai Tetap Wahana Impian Malaka 69 
Yaitu pegawai yang diangkat dan diberi gaji oleh pihak manajer Wahana 
Impiana Malaa 69  berdasarkan kontrak kerja yang disetujui, dan diberikan tugas 
tetap dilingkungan Wahana Impian Malaka 69 dan menyediakan waktu kerjanya 
secara penuh untuk kepentingan Wahana Impian Malaka 69. 
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Jumlah karyawan tetap yang diangkat oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 
adalah sebanyak 51 orang.Semua karyawan tersebut mempuyai jenjang pendidikan 
yang bervariasi.Untuk tenaga kerja kebersihan dan keamanan menemupuh 
pendidikan formal tingkat SMP dan SMA. Sedangkan untuk tenaga administrasi, 
jenjang pendidikan formal yang ditempuh adalah SMA dan S-1 
b. Pegawai Tidak Tetap 
Yaitu pegawai yang diangkat oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 untuk 
jangka waktu tertentu dan atau tugas yang terbatas. Kepada mereka yang menjadi 
pegawai tidak tetap diberikan gaji serta fasilitas makan hanya pada saat mereka  
berkerja saja. Mereka biasa akan bekerja disetiap hari libur atau tanggal merah 
dimana saat Wahana Impian Malaka 69 ramai dikunjungi, contohnya saat  musim 
libur sekolah mereka akan bekerja sepanjang hari libur tesrsebut.  
2. Perjanjian Kerja  
Pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 tidak memiliki perjanjian kerja 
formal secara tertulis layaknya pada perusahaan maupun instansi lain. Disebabkan 
karena adanya rasa saling mempercayai antara atasan dan karyawan, dan karyawan 
yang berkerja sebagian besar merupakan warga sekitar yang mana pihak Wahana 
Impian Malaka 69 telah mengetahui sebelumnya sifat pekerja mereka. 
Secara umum pihak Wahana Impian Malaka hanya menerapkan beberapa 
persyaratan  yaitu: 
1. Setiap pekerja minimal harus telah menempuh pendididkan formal tingkat 
SMA. 
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2. Setiap pekerja harus berperilaku baik. 
3. Setiap pekerja harus disipilin. 
4. Setiap pekerja harus bersifat jujur. 
5. Setiap pekerja harus ramah dan bersikap sopan pada pengunjung. 
Tidak ada masa orientasibagi para pekerja baru yang bekerja sebagai petugas 
bersih-bersih maupun petugas kemanan layaknya instansi lain, karena pihak 
pengelola beranggapan mereka ingin memudahkan para warga yang ingin berkrja 
pada Wahana Impian Malaka 69, yang mana setidaknya membantu merungai jumlah 
pengangguran di daerah sekitar. 
 
3. Waktu Kerja 
Waktu kerja karyawan Wahana Impian Malaka 69 ditetapkan sesuai dengan 
peratuan yang ditetapkan oleh pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 yaitu 
selama enam hari dalam semingu dan sebilan jam dalam sehari. 
Adapun waktu kerja karayawan Wahana Impian Malaka 69 adalah sebagai 
berikut: 
a. Karyawan tetap masuk setiap hari pada pukul 08:00 s/d 18:00 WIB kecuali 
pada hari jumat. 
b. Petugas kebersihan mengurus kolam bekerja enam hari dalam seminggu mulai 
pukul 08:00 s/d 10:00 dan akan berkerja kembali pada pukul 16:00 s/d 18:00. 
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c. Petugas kesehatan bekerja disetiap tanggal merah dan akan rutin bekerja pada 
hari minggu yaitu mulai dari pukul 10:00 s/d 18:00. 
d. Imam musholla bekerja selama enam hari setiap masuk waktu sholat Zuhur dan 
Asar.91 
4. Rutinitas Karyawan Wahana Impian Malaka 69 
Dalam kesehariannnya kegiatan rutinitas karyawan di Wahana Impian Malaka 
69 adalah bekerja untuk memberikan pelayanan senyaman mungkin kepada para 
pengunjung mulai dari staf, petugas parkir, keamanan loker hingga petugas 
kebersihan.Mereka terus bekerja mulai dari pagi hingga para pengunujung pulang. 
Pada saat melakukan penelitian penulis sempat menyaksikan pada waktu 
shalat ashar dilaksanakan, maka semua aktifitas berhenti kecuali para petugas 
kemananan merek dalam hal ini diberi dispensasi untuk bergantian dengan sesama 
rekan dalam melaksanakan shalat, karena tugas mereka adalah mengendalikan tata 
tertib dan kemanan. Karyawan yang mempunyai urusan mendesak  Sholat berjamaah 
ini bertujuan untuk melakukan disiplin shalat tepat waktu yang sekaligus 
mengejarkan pola disiplin dalam diri karyawan. Sekaligus menjadi ajang komunikasi 
antar para karyawan.92 
5. Unsur-Unsur gaji. 
a. Gaji Pokok. 
91Wawancara dengan manajer karyawan Wahana Impian Malaka69 pada tanggal 4 juli 2017 
92 Wawan cara dengan manajer karyawan Wahana Impian Malaka69 pada tanggal 31 maret 
207 
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Gaji pokok adalah gaji yang diterima oleh karyawan sebelum ditambah 
tunjanngan.Berdasarkan kesepakatan pihak manajemen Wahana Impian Malaka, 
gaji pokok para karyawan diberikan setiap awal bulan, beriku jumlah gaji yang 
diterima oleh pegawai tetap dan pegawai tidak tetap Wahana Impian Malaka6. 
b. Uang Makan 
Setiap karyawan baik karywan tetap maupun tidak tetap yang hadir baik hanya 
setengah hari kerja maupun hadir seharian penuh mendapatkan uang makan satu 
kali sebesar Rp.10.000 perhari. 
c. Tunjangan Hari Raya 
Setiap karyawan memperoleh Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji satu 
bulan penuh dalam satu tahun. 
 
 
6. Pihak yang bersangkutan dalam penggajian. 
a. Manajer Karyawan  
Dalam hal ini manajer karyawan berperan pentinng dalam hal penentuan jumlah 
gaji, tunjangan, serta uang makan para karyawan yang bekerja baik karyawan tetap 
maupun yang tidak tetap.Bapak Arieh Fadillah selaku manajer karyawan dan 
responden dalam penelitian ini sangat memperhatikan berbagai aspek pada 
karyawan tertama dalam penetapan gaji. 
b. Manager Keuangan. 
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Dalam hal ini manager keuangan bertugas mengeluarkan sejumlah uang yang 
dipakai atau yang dibutuhkan untuk operasional dan juga gaji karyawan, serta 
membagi langsung kepada para karyawan.Yang  anggran-anggra itu sudah 
disepakati oleh badan pengelola. 
7. Hak Cuti 
1. Cuti Sakit. 
Setiap pegawai tetapp yang menderita sakit berhak atas cuti sakit yang 
yang lamanya sesuai dengan keterangan dokter. 
2. Cuti Hamil /Bersalin. 
Cuti hamil/bersalin diberikan bagi peagawai tetap wanita dengan jangka 
waktu aling lama dua bulan. 
 
 
3. Cuti Karena Alasan Penting. 
Cuti karena alasan penting diberikan kepada pegawai tetap yang 
melangsungkan pernikahan, terkena musibah, karena kakak/adik,orang tua, 
mertua/menantu, anak, suami/istri, sakit keras atau meninggal dunia. 
1.3.1 Pelaksanaan Upah Karyawan Wahana Impian Malaka 69 
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Wahana Impian Malaka 69 dalam menetapkan kebijakan kepegawaian mulai 
dari sayarat dalam perekrutan pegawai sampai dengan kebijakan dalam hal 
pengupahan karyawan berdasarkan atas peraturan kepegawaian yang telah diatur oleh 
pihak manajemen. 
Dalam hal ini penulis mencoba menganalisis mengenai kebijakan yang telah 
diterapkan oleh manajemen Wahana Impian Malaka69 meliputi analisis sistem 
pengupahan karyawan Wahana Impian Malaka 69. Dari analisis tersebut nantinya 
akan ditemukan suatu kesimpulan, apakah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut 
sudah terealisasi sepenuhnya. Dan apakah yang terealisasi tersebut sudah sesuai 
dengan hukum Islam yaitu dilihat dari segi akad Ijarah nya dan pelaksanaan upahnya.  
Dalam melaksanakan akad ijarah terdapat beberapa unsur diantaranya mu’jir 
dan musta’jir. Dalam hal ini yang disebut sebagai musta’jir adalah pihak Wahana 
Ipian Malaka69, yaitu sebagai penyewa tenaga kerja. Sedangkan mu’jir adalah orang 
yang menyewakan jasanya yaitu para karyawan yang bekerja di Wahana Impian 
Malaka 69. Terdapat 51 ajir khusus dan beberapa  ajir musytarik yang bekerja di 
Wahana Impian Malaka 69. 
Terdapat beberapa syarat dalam melakukan akad ijarah seperti yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu mereka yang sudah baligh, mumayyiz, berakal 
sehat dan cakap.  Yang apabila salah satu syarat tersebut tidak tepenuhi maka akad 
ijarah tidak sah atau batal. Pada umumnya yang melakukan akad ijarah 
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(subyek)adalah orang atau manusia, akan tetapi dalam hal ini mus’tajir merupakan 
badan hukum yaitu Wahana Impian Malaka 69.  
Dalam bukunya Hasbi Ash Shiddieqy dijelaskan bahwa mula mula yang 
dipandang sebagai subyek hanya orang, kemudian berkembang jalan pikiran lalu 
badan-badan yang mengurus kepentingan-kepentingan umum dipandang sebagai rang 
juga. Kemudian berkembang lagi pandangan dalam memberikan bentuk baru kepada 
subjek hak yang demikian itu. Dapat diperhatkan juga bahwa yayasan-yayasan itu 
terdiri dari orang –orang yang kesemuanya itu dipandang sebagai seorang, 
mempunyai kemaslahatan masing-masing pribadinya.93 
Dari hasil wawancara dengan manajer karyawan bapak Arif Fadillah para 
karyawan yang bekerja di Wahana Impian Malaka 69, mereka semua minimal telah 
menempuh jenjang pendidikan formal SMA dan sebagian ada yang telah 
menyelesaikan pendidikan S1. Dari segi jenjang pendidikan yang telah ditempuh para 
pegawai dapat kita lihat  bahwa seluruh pegawai telah cakap dalam melakukan 
perbuatan hukum terutama dalam menjalankan akad ijarah. 94 
Dalam akad ijarah, untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan bentuk 
kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus 
dijelaskan agar tidak kabur. Selain menentukan bentuk pekerjaan, sekaligus juga 
93Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Pengantar Fiqh Muamalah (Semarang: Pustaka Rizki 
Putra, 1999) hlm.194  
94Wawancara dengan manajer karyawan Wahana Impian Malaka69 pada tanggal 31 maret 
2017. 
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harus menentukan siapa pekerja yang akan melakukannya, agar kadar 
pengorbanannya biar dijelaskan, misalnya harus seorang insinyur. Juga mencakup 
pekerjaan apa yang akan dilakukan, agar pengorbanan yang harus dicurahkan biar 
dijelaskan, semisal menggali sumur. Oleh Karena itu, menentukan suatu pekerjaan 
dengan suatu diskripsi, sama dengan menentukan suatu pekerjaan dengan suatu zat 
tertentu.95 Dalam hal ini dalam menentukan jenis pekerjaan dan siapa yang akan 
bekerja tidak dilakukan secara tertulis antara mu’jir dan musta’jir namun, hanya 
dijelaskan secara detail oleh pihak manajer kepada para karyawan dan telah 
dilaksanakan sesuai dengan arahan pihak manajer.  
Jumlah karyaawan tetap Wahana Impian Malaka 69 adalah sebanyak 51 orang 
dan jenis pekerjaannya yaitu antara lain,petugas kebersihan, penjaga pintu masuk, 
petugas parkir, penjaga loket pembelian tiket, operator panggung, penjaga loker pria, 
penjaga loker wanita, penjaga pelosotan, penjaga kebun binatang, vacuum kolam, 
sterilisasi kolam, penjaga swalayan, penjaga outbond, Imam Mushala, keamanan 
yang diambil  dari pihak kepolisian, petugas kesehatan yang diambil dari karyawan 
puskesmas dan terdapat tujuh kolam yang masing masing kolam dijaga oleh dua 
orang penjaga.96 
95Taqyuddin An Nabhani,Membangun Eknomi Alternatif Perspektf Islam (Surabaya: Risalah 
Gusti Cet, Ke-7, 2002) hlm 86. 
96Wawancara dengan manajer karyawan Wahana Impian Malaka69 pada tanggal 31 maret 
2017 
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Dalam hal ini, terlihat bahwa pihak Wahana Impian Malaka 69 dalam 
menentukan jenis pekerjaann kepada setiap karyawan sangat jelas, sehingga masing-
masing karyawan akan mengetahui tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan 
pekerjaan sehari-hari dan bisa dipertanggungjawabkan atas pekerjaan tersebut. 
Konsep yang demikian sangat dijunjung tinggi oleh pihak Wahana Impian 
Malaka namun meskipun pada dasarnya tanggung jawab atas pekerjaan sudah 
ditentukan kepada masing-masing karyawan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan 
mereka bekerja saling bahu-membahu atas pekerjaan karyawan satu dengan yang 
lainnya dan pekerjaan tersebut dilakukan atas dasar keiklasan dan kesadaran para 
karyawan. 
Dalam hal kebijakan upah pihak manajemen Wahana Impian Malaka 
membagikan beberapa unsur gaji diantaranya gaji  pokok, konsumsi, dan tunjangan 
hari raya. Upah diberikan dengan jumlah yang berbeda antara pegawai tetap dan 
pegawai tidak tetap, yang mana pegawai tetap dibayar bulanan sedang pegawai tidak 
tetap dibayar harian. Berikut rinciannya; 
  Perhari Perbulan 
Pegawai Tetap 67.300 67.300 x 26 = 1.749.800 
Pegawai Tidak Tetap 80.000 80.000 x 26 = 2.080.000 
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Tabel 3.1 
Tabel 3.1 menunjukkan jumlah gaji pokok karyawan belum termasuk konsumsi 
sebesar Rp. 10.000 perharinya. 
Tabel 3.2 
Table 3.2 menunjukkan gaji bersih yang diterima pegawai setiap hari dan 
bulannya. 
Dari hasil wawancara dengan menejer karyawan Wahana Impian Malaka 69 
perbedaan upah tersbut dikarenakan tanggung jawab antara kedua jenis pegawai 
tersebut berbeda. Pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 memberikan 
perhatian lebih kepada pegawai tidak tetap dikarenakan mereka menilai pegawai 
temporer tidak memiliki penghasilan yang tetap dan memberikan dedikasi seta 
loyalitas yang lebih, yang mana saat melaksakan tugasnya karyawan tetap tidak 
mengerjakan tugasnya secara maksimal dan pada akhirnya tugas tersebut 
dilaksanakan oleh karyawan tidak tetap  oleh sebab itu jumlah upah yang diberikan 
lebih besar dari pada pegawai tetap. 
  Perhari Perbulan 
Pegawai Tetap 67.300 + 10.000   77.300 x 26 = 2.009.800 
Pegawai Tidak Tetap 80.000 + 10.000 = 90.000 90.000 x 26 = 2.340.000 
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Bagi pegawai yang bertugas menjaga parkir, antara pegawai tetap dan tidak 
tetap mempunyai tanggung jawab yang sama yaitu, jika terjadii kelecetan/kerusakan 
terhadap kendaraan pengunjung maka setiap pegawai yang bertugas menjaga pakir 
wajib bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan tersebut, namun 
sampai saat ini belum ada kendaraan yang hilang atau rusak selama berada diarea 
pakrir Wahana Impian Malaka.97 
3.4 Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sistem Pengupahan 
Karyawan Wahana Impian Malaka 69 
 Dalam Islam persoalan upah merupakan hal yang dibahas sangat serius, 
karena berhubungan dengan tenaga sesorang. Islam juga mengharamkan segala jenis 
kezaliman, yang menimbulkan segala kerusakan baginya. Diantara bentuk-bentuk 
kezaliman yang paling kejam adalah memeras kaum buruh dan menahan upahnya, hal 
ini sangat dilarang dalam Islam dan Rasul sendiri menentang orang yang tidak 
membayarkan upah bagi pekerja/buruh. Hak buruh yang paling utama adalah 
mendapatkan upah yang layak dan adil. Seperti yang telah dijelaskan dalam bab 
sebelumnya bahwa upah harus berupah mal mutaqawwim,dan jumlah telah dijelaskan 
dan disetujui sebelumnya pada saat melakukan perjanjian kerja, dari hasil penelitian 
yang dilakukan bahwa hal ini telah sesuai dengan konsep yang  dijelaskan dan telah 
sesuai dengan syarat upah.  
97Wawancara dengan manajer karyawan Wahana Impian Malaka69 pada tanggal 31 maret 
2017 
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Kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dapat dinilai dari tiga aspek, yaitu 
pangan (makanan), sandang (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Bahkan pekerja 
yang belum menikah, maka menjadi tuugas majikannya untuk mencarikan jodoh.98 
Layak bermakna sesuai/ pasaran adalah dengan tidak memberikan upah seseorang 
jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.99 
Dalam hal kelayakan dalam penetapan upah berdasarkan hasil wawancara 
dengan pekerja tetap mereka menyebutkan bahwa gaji yang diberikan sejumlah Rp. 
2.049.000-, sangat cukup bagi mereka yang masih berstatus lajang namun tidak 
dengan yang sudah berkeluarga jumlah tersebut hanya dapat memenuhi sandang dan 
pangan saja tidak dengan papan100. Dan untuk pasaran jumlah gaji  tersebut juga 
dibawah Upah Minimum Provinsi yang dtetapkan oleh Gubernur Aceh dr. Zaini 
Abdullah sebesar Rp. 2,5 Juta yang telah aktif mulai januari 2017 yang mana dasar 
Upah Minimum Provinsi berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 
tentang pengupahan, peraturan Mentri Tenaga Kerja Nomor 7 tahun 2013 tentang 
Upah Minimum dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tetang Ketenaga kerjaan. 
Mengenai upah yang dibayarkan dibawah UMP yang ditetapkan oleh 
pemerintah, para karyawan tidak mempermasalahkan itu, karena menurut mereka gaji 
yang dibayarkan cukup dan dibandingkan menganggur mereka lebih memilih untuk 
98 Veithzal Rivai, Islamic Human Capital Dari Teori Ke Praktek Manajemen Sumber Daya 
Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 805 
99Ibid hlm. 807  
100Wawancara dengan karyawan Wahana Impian Malaka69. Pada tanggal 1 april 2017 
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bekerja di Wahana Impian Malaka 69.101Dibandingankan dengan pegawai pemerintah 
yang berstatus kontrak yang hanya mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000-, sampai 
dengan Rp.1.500.000-,.Setiap bulannya, Jelas terlihat bahwa pegawai Waana Impian 
Malaka69 lebih beruntung dibandingkan pegawai pemerintah.Pasalnya pemerintah 
yang menetapkn UMP namun membayar pegawainya dibawah UMP yang telah 
mereka tetapkan. 
Allah SWT berfirman “Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-
haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi membuat kerusakan.” (Q.S Al-
Syua’ra : 183) 
Adil dan patut sesuai dengan firman Allah Al-baqarah 233 dan Peraturan 
Pemerintah No 78 Tahun 2015 pasal 11 setiap pekerja/buruh memperoleh upah yang 
sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dari hasil penelitian yang dilakukan 
jumlah upah yang dibayarkan telah adil dengan apa yang dikerjakan. 
Dari segi tanggung jawab, seperti yang dijelaskan bahwa ajir khusus tidak 
bertanggunng jawab atas barang yang rusak namun dalam prakteknya pekerja tetap 
yang bertugas menjaga pakir bertanggung jawab atas kelecetan atau kerusakan yang 
terjadi pada kendaraan di area parkir. Dalam hal ini pekerja tidak tetap juga sama 
tanggung jawabnya. mengenai ajir musytarik para fuqaha berbeda pendapat atasnya 
dalam prateknya hal ini sesuai dengan pendapat imam Ahmad dan dua sahabat Imam 
Abu Hanifah dan Ulama Malikiyah. 
101Wawancara dengan karyawan Wahana Impian Malaka69. Pada tanggal 1 april 2017 
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BAB EMPAT 
PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Setelah memberikan beberapa uraian dan berbagai analisa, mengenai sistem 
pengupahan karyawan Wahana Impian Malaka 69 maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Dalam penentuan upah pihak manajemen Wahana Impian Malaka 69 menilai 
komitmen, loyalitas dan dedikasi antara pegawai tetap dan tidak tetap berbeda. Hal 
tersebut dapatdilihat  dari jumlah upah yang yang diberikan oleh pihak 
manajemen. Pihak manajemen memberikan upah yang lebih kepada karyawan 
tidak tetap dikarenakan dedikasi yang mereka berikan lebih dari pada karyawan 
tetap, sedangkan untuk mengapresiasikan komiten, loyalitas dan dedikasi 
karyawan tetap, pihak manajemen Wahana Impian Malaka69  memberi karyawan 
tetap bonus disetiap akhir tahun dan tunjangan hari raya, serta dispensasi 
ketidakhadiran disertai alasan, dengan tidak memotong jumlah gaji pokok.  
2. Sistem upah yang ditetapkan oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 meliputi gaji 
pokok, konsumsi, dan tunjangan hari raya (sebesar gaji pokok). Gaji pokok bagi 
pegawai tetap dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan dengan jumlah Rp. 
1.750.000, jika ditambahkan dengan uang konsumsi sebesar Rp.10.000./hari maka 
total gaji yang diperoleh adalah Rp. 2.010.000, dengan waktu kerja enam hari 
perminggu dan 11 jam/harinya. Uang konsumsi diberikan sesuai dengan kehadiran 
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para karyawan tetap yang berhadir selama setengah hari maupun sehari penuh. 
Sedangkan pegawai tidak tetap diupah perhari setelah ia selesai melakukan 
pekerjaannya dengan jumlah gaji pokok sebesar Rp. 80.000, jika ditambah uang 
konsumsi maka upah yang diperoleh karyawan tidak tetap adalah Rp.90.000. 
Tunjangan hari raya diberikan setahun dua kali yaitu pada hari raya idul fitri dan 
hari raya idul adha sebesar gaji pokok satu bulan.   
3. Pihak  Wahana Impian Malaka 69 dalam melakukan pengupahan terhadap 
karyawan tetap dan tidak tetap telah sesuai dengan prinsip dan syarat syarat akad 
ijārah. Dari  hasil tanya jawab penulis dengan para karyawan bahwa sebagian 
besar dari  mereka menerima dengan baik atas jumlah upah  yang diberikan dan 
telah adil sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Upah yang 
dibayarkan oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 selalu tepat waktu tanpa pernah 
menunda pembayaran upah. Akan tetapi, jika ditinjau dari segi hukum positif, 
Upah yang dibayarkan oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 belum sesuai dengan 
UMPyang ditetapkan Gubernur Aceh yang berlaku sejak januari 2017, hal ini 
terlepas dari penengguhan yang dilakukan kepada Gubernur Aceh. 
 
4.2 Saran. 
 
 
1. Dengan diperluasnya kawasan Wahana Impian Malaka 69, dapat lebih membantu 
lagi perekonomian masyarakat sekitar dan dapat memajukan Kuta Malaka sebagai 
destinasi wisata air dan outbond 
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2. Sebagai pihak yang mengatur jalannya aktivitas karyawan diharapkan pihak 
manajemen Wahana Impian Malaka 69 lebih memperhatikan dedikasi, loyalitas 
dan komitmen para pegawai.Dengan menaikkan  jumlah upah yang diberikan 
sesuai dengan UMP yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh. 
3. Dalam penulisan skripsi ini penulis belum sempat menanyakan serta membahas 
mengenai penangguhan yang dilakukan oleh pihak Wahana Impian Malaka 69 
kepada Gubernur Aceh terkait upah yang dibayarkan dibawah UMP yang 
ditetapkan oleh gubernur Aceh. 
4. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak membahas mengenai pengaruh masa 
kerja terhadap gaji karyawan. Penulis berharap hal ini dapat dikaji  lebih rinci oleh 
pembaca dalam bentuk karya ilmiah. 
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